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ABSTRAK 
Kehancuran bank-bank konvensional di Indonesia saat ini, merupakan suatu bukti dari 
kekejaman dari sistem riba atau yang sering disebut bunga. Dan banyaknya kredit-kredit yang 
diberikan dianalisis secara tidak layak sehingga dengan analisis seadanya timbul kredit-kredit 
macet yang menjadi kerugian dan beban bagi bank konvensional. Kredit dalam istilah bank 
syariah adalah pembiayaan merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi bank 
syariah, hampir semua dana masyarakat yang tersimpan di bank disalurkan melalui 
pembiayaan yang mempunyai resiko yang cukup besar bagi bank yang berpengaruh terhadap 
tingkat kesehatan bank syariah.  
Resiko usaha bank salah satunya adalah terjadinya pembiayaan yang diberikan oleh 
pihak bank tidak dapat terbayar dan tidak dapat memberikan bagi hasil untuk bank, disisi lain 
bank syariah pun harus dapat menyediakan dana masyarakat yang disimpan tersebut dapat 
tersedia setiap saat dan berharap Bank Syariah dapat memberikan bonus atau bagi hasil. 
Suatu Bank Syariah dituntut untuk dapat mengelola dana masyarakat tersebut dengan baik 
dan aman serta diharapkan bank syariah dapat memberikan bonus atau bagi hasil bagi para 
nasabahnya.  
Sehubungan dengan hal di atas, BPRS Kota Bandar Lampung memerlukan ketepatan 
dan kecakapan dalam mengelola dana masyarakat yang disimpan dibank syariah yang 
disalurkan melalui pembiayaan yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada calon 
penerima penerima pembiayaan yang benar-benar layak dan berpotensi untuk menghasilkan 
bagi hasil bagi pihak bank terutama bagi calon penerima pembiayaan yang mengajukan 
permohonan pembiayaan dalam jumlah yang cukup besar. Bank syariah pun harus bisa 
mengendalikan resiko pembiayaan yang macet dikarena dalam penelitian ini tidak ada 
jaminan (agunan) yang diminta oleh pihak BPRS Bandar Lampung, untuk itu proses seleksi 
calon penerima pembiayaan adalah hal yang harus dilakukan oleh pihak bank syariah. 
Melalui proses penilaian terhadap calon penerima pembiayaan.  
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk dapat menganalisa risiko kerugian bank dalam 
pembiayaan pegawai tanpa agunan”. Dari hasil analisis terhadap PT. BPRS Bandar Lampung 
dapat menunjukan bahwa analisis laporan keuangan bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan pemberian pembiayaan guna mengurangi resiko kerugian pembiayaan bank 
syariah. Dari hasil analisis terhadap PT. BPRS Bandar Lampung Dapat menunjukan bahwa 
laporan keuangan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan penberian pembiayaan 
guna mengurangi resiko kerugian pembiayaan Bank Syariah. Selain itu Terdapat Risiko 
kecurangan pada pembiayaan PNS yang dilakukan dengan cara bendahara menggunakan gaji 
yang sudah dipotong untuk kepentingan pribadi, risiko kecurangan pada nasabah yang 
bekerja sama dengan bendahara untuk melakukan kecurangan terhadap bank dengan 
memalsukan tanda tangan dan memanipulasi sisa gaji, fraud atau kecurangan  pihak intern 
bank yang bekerjasama dengan bendahara gaji untuk memakai uang angsuran untuk 
digunakan kepentingan pribadi. 
 Dari hasil analisis Risiko kerugian juga terdapat Risiko kecurangan pada pembiayaan 
sertifikasi yang dilakukan dengan cara nasabah membuat ATM baru tanpa sepengetahuan 
pihak bank. Serta dana sertifikasi dari pemerintah belum cair atau waktu pencairan dana 
sertifikasi terlambat. 
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MOTTO 
 
 ْنَع ًةَراَجِت َنوُكَت َْنأ َِّلَإ ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمَُكلاَوَْمأ اُولُْكأَت َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َ َّاللَّ َِّنإ ۚ ْمُكَُسفَْنأ اُولُتْقَت َلََو ۚ ْمُكْنِم ٍضاَرَت  
 
Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
(QS.An-nissa : 29).
1
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Munshaf Al-Azhar, Al-Quran dan Terjemahannya, Penerbit Jabal, Bandung 2010, h. 83  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Penegasan Judul 
Skripsi ini berjudul “Analisis Risiko Kerugian Bank Dalam 
Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan (Studi Pada Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Kota B. Lampung)”. Sebelum penulis menguraikan 
pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilahnya dalam 
skripsi ini untuk menghindari kekeliruan. Adanya pembatasan terhadaparti 
kalimat dalam penulis ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas 
dari makna yang dimaksud. 
1. Analisis  adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 
penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 
2. Risiko Kerugian Bank, bisa terjadi karena lemahnya kebijakan 
perkreditan, pengelolaan utang yang buruk, kerugian operasional, 
spekulasi atau melakukan transaksi tanpa memperhitungkan risiko, tidak 
efisien maupun tindakan penipuan. Ketika kerugian melebihi dari jumlah 
modal bank dan cadangannya, maka bank akan mengalami kebangkrutan 
karena tidak mampu membayar kewajibannya. Namun bisa saja kerugian 
                                                             
1
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Edisi, Kedua, Perum Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h.32. 
2 
 
dapat dikendalikan dan diminimalisir oleh manajemen bank yang 
berkualitas.
2
 
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dimana hal tersebut 
adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakan 
untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan 
tertentu pula.
3
 
4. Pegawai adalah sumber manusia yang dimiiki oleh organisasi yang 
digunakan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya 
sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien 
sesuai kebutuhan riil organisasi.
4
 
5. Menurut UU No 10 pasal 1 angka 23 Tahun 1998 agunan adalah 
jaminan tambahan yang di serahkan nasabah debitur pada bank dalam 
rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah.
5
 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dalam judul skripsi ini adalah tentang analisis risiko kerugian 
bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan di BPRS kota Bandar 
Lampung. 
 
                                                             
2
http :// kinerjabank.com, dikutip, 17 juli 2017. 
3
Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Managemen, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2008), h.4. 
4
Yullyanti, Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Pada Kinerja Pegawai, Jurnal Ilmu 
Atministrasi Dan Organisasi, vol 16, no 3,september 2009, h. 131. 
5
http://hukumonline.com, dikutip pada hari sabtu tanggal 10 februari 2018 pukul 16.00 
WIB 
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B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Alasan Objektif 
a. Bahwasanya alasan memilih judul ini karena bank tersebut 
menerapkanpembiayaan pegawai tanpa agunan yang memungkinkan 
nasabah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti nasabah 
melarikan diri sehingga dapat merugikan bank itu sendiri. 
2. Alasan Subjektif 
a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yaitu 
Perbankan  Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 
Raden Intan Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang 
berkaitan dengan pembiayaan bank syariah. 
b. Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan. Hal tersebut 
didukung  dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan serta 
ketersediaannya BPRS kota Bandar Lampung  untuk dijadikan tempat  
penelitian.  
C. Latar Belakang Masalah 
Bank merupakan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan 
artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan, 
jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama 
yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank 
4 
 
lainnya.
6
 Seperti yang dikatakan di atas, fungsi bank yaitu menghimpun 
dana dari masyarakat dan disalurkan kembali untuk masyarakat. 
Jenis-jenis bank sendiri dengan jelas diatur dalam Undang-Undang 
No. 10 Tahun 1998, dimana terdapat dua jenis bank yaitu Bank Umum dan 
Bank Predikat Rakyat. Terdapat dua klasifikasi bagi kedua jenis bank 
tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu beroperasi secara 
konvensional dan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Bank 
konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harganya 
menggunakan bunga sebagai balas jasa.
7
 Sedangkan Bank Syariah adalah 
bank yang dalam kegiatan operasional dan mekanismenya harus sesuai 
dengan prinsip syariah dan menerapkan bagi hasil dalam kegiatannya, jadi 
bank syariah sendiri tidak membebankan bunga. 
Berbicara mengenai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, di 
Indonesia sendiri bank syariah muncul di tahun 1991. Bermula dari situlah 
lambat laun perkembangan lembaga keuangan ekonomi Islam di Indonesia 
mula berkembang dengan baik. Perkembangan perbankan syariah semakin 
baik pada saat era reformasi pada tahun 1998, yang dimana pada tahun 
sebelumnya Indonesia mengalami krisis moneter banyak perusahaan atau 
bank yang mengalami dampak buruk akibat krisis moneter. Akan tetapi di 
era reformasi dunia perbankan khususnya perbankan syariah mengalami 
perkembangan yang baik dengan adanya UU No 10 Tahun 1998.
8
 Dimana 
                                                             
6
Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12. 
7
Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 19. 
8
Muhamad, Syafi’i Antonio, Bank Syariah, (Depok: GEMA INSANI, 2001), h. 26. 
5 
 
pada UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha 
yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. 
Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama yang ada dalam 
bank. Dalam hal memberikan pembiayaan atau penyaluran dana kepada 
nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat katagori yang 
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan. Produk-produk pembiayaan 
tersebut diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan 
dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan 
akad pelengkap.
9
 
Sama halnya dengan bank syariah, kegiatan pembiayaan (financing) 
merupakan salah satu tugas pokok. Pembiayaan yang dimaksud disini 
adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 
pihak-pihak yang memerlukan dana dan pembiayaan.
10
 Bank harus benar-
benar teliti dan selektif dalam hal memberikan pembiayaan kepada calon 
debitur yang mengajukan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian 
terlebih dahulu terhadap pembiayaan atau kredit yang akan disalurkan.
11
 Hal 
tersebut perlu dilakukan oleh pihak bank agar tidak terjadi hal-hal yang 
memberikan kerugian untuk bank seperti halnya debitur tersebut tidak 
mampu membayar kembali kewajibannya atau biasa sering dikenal dengan 
kredit macet. 
                                                             
9
Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih  dan Keuangan, (Jakarta: PT Grafindo 
Persada, 2007), h. 97. 
10
Ibid.,h.98. 
11
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 136. 
6 
 
Dimana dalam hal menyalurkan dana kepada calon debitur atau 
memberikan pembiayaan, pihak bank harus melakukan analisa terlebih 
dahulu. Dimana pada umumnya ketika bank akan memberikan pembiayaan 
kepada calon debitur, pihak bank perlu menilai atau menganalisa calon 
debitur tersebut dengan menggunakan prinsip 5C (charakter, capability, 
capital, colleteral, condition of economi). 
Hal demikian perlu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang 
memberikan kerugian adapun risiko bagi pihak bank. Karena jika bank 
gagal dalam mengelola risiko akan berdampak bagi para pemegang saham.
12
 
Tidak hanya berdampak langsung pada pemegang saham saja, kegagalan 
dalam mengelola risiko juga berdampak kepada pegawai dan nasabah. 
Untuk pegawai dampak yang terlihat seperti kehilangan pendapatan 
misalnya penurunan bonus dan penundaan peningkatan upah. Dampak 
terhadap nasabah memang tidak langsung dan tidak terlihat jelas namun 
tetap dirasakan seperti penurunan kualitas pelayanan konsumen, penurunan 
ketersediaan produk, krisis likuiditas dan juga perubahan peraturan.
13
 
Risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian 
yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan nya 
padahal mampu dan risiko kerugian diakibatkan karena nasabah tidak 
sengaja yaitu akibat tejadinya musibah. Semakin panjang jangka waktu 
suatu pembiayaan semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula 
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sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang 
disengaja maupun  risiko yang tidak sengaja.
14
 
Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan 
perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada peroleh pendapatan 
perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat pada 
seluruh aktivitas bank. Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank 
terkait dengan uang. Sifat dasar uang adalah anonim siapa pun bisa 
memilikinya dan ingin memilikinya, dan sangat mudah berpindah tangan 
bahkan hilang. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank mulai dari 
penyerapan dana hingga penyaluran dana sangat rentan terhadap hilangnya 
uang. Risiko kehilangan uang.Risiko yang mungkin terjadi dapat 
menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola 
sebagaimna mestinya. Untuk itu, perlunya menganalisis dan harus mengerti, 
mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan 
usahanya. 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/ 2016 tentang  
penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Pasal 2 Ayat (4), berbunyi 
Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup: Risiko Kredit, 
Risiko pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko 
Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan. Selain dari hukum posistif 
terdapat juga hukum syariah yang menjelaskan konsep manajemen Islam 
bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan 
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apa yang telah diperbuat pada masa yang lalu untuk merencanakan hari 
esok. Dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr: 18, Allah SWT berfirman:  
َاهَُّيأَٰٓ  َي ٱ َهيِرَّن  ْاُىىَماَءٱ ْاُىقَّت ٱ َ َّللّ  َو ٖۖ  دَغِن ۡتَم ََّدق ا َّم ٞسۡفَو ُۡسظىَتۡنَوٱ ْاُىقَّت ٱ هَ َّللّ  َِّنإٱ َ َّللّ  َنُىهَمَۡعت اَمِب 
ُُۢسيِبَخ 
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
 
Ayat tersebut di atas bisa menjelaskan bahwa ketika kita melakukan 
segala sesuatu perlunya memperhatikan akibat atau risiko yang akan timbul 
dikemudian hari, begitu pula dengan perlu melaksanakan Manjemen Risiko 
dalam suatu perbankan syariah, dengan adanya Manajemen Risiko dalam 
suatu perbankan syariah, bank tersebut akan mempunyai suatu rencana atau 
pandangan dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank 
syariah. Dengan adanya pandangan atau rencana itulah, suatu bank syariah 
secara otomatis juga akan memperkirakan risiko apa yang akan terjadi dari 
kegiatan yang dilaksanakan,  sehingga perlunya ada suatu rencana untuk 
mengatasi segala sesuatu baik itu risiko yang mungkin akan diterima oleh 
bank syariah tersebut. Misalnya, suatu risiko pembiayaan yang dilakukan 
oleh suatu bank syariah. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan 
syariah merupakan salah satu resiko yang perlu dikelola secara tepat, karena 
sedikit saja kesalahan dalam pengelolaan resiko pembiyaan dapat berakibat 
fatal bagi perbankan syariah itu sendiri, yaitu pada peningkatan NPF (Non 
Perfomance Financing). 
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Dasar filosofis eksistensi prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha 
perbankan pada hakikatnya adalah sebagai jaminan kepercayaan masyarakat 
kepada perbankan, pada perbankan syariah tidak sebatas jaminan 
kepercayaan tetapi dimaknai sebagai jaminan atas amanah yang sudah 
diberikan oleh masyarakat. Perbankan syariah tidak semata-mata berfungsi 
sebagai  lembaga intermediasi, tetapi juga berfungsi sosial dan merupakan 
mitra nasabah. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan dana 
masyarakat maka perbankan syariah wajib memegang teguh prinsip kehati-
hatian agar perbankan syariah selaku pemegang amanah dalam keadaan 
sehat, likuid, solvent dan profitable. Hubungan hukum bank syariah dengan 
nasabah adalah didasarkan pada prinsip amanah. Tidak terbatas pada 
kepercayaan yang didasarkan pada itikad baik saja tetapi juga kepercayaan 
yang dilandasi dengan nilai ketauhidan bahwa apa yang dilakukan 
senantiasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga setiap tindakan yang 
dilakukan merupakan ibadah, sehingga tujuan dari perbankan syariah tidak 
semata-mata mencari keuntungan (profit oriented) tetapi juga mencari 
kemakmuran di dunia dan kebahagian di akhirat (falah oriented).  Sutan 
Remy Sjahdeini merumuskan bahwa tujuan dari diberlakukannya prinsip 
kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, 
sehingga antara lain selalu dalam keadaan likuid, solvent dan 
menguntungkan (profitable). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian 
itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbakan selalu 
10 
 
tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan 
dananya di bank. 
Eksekutif dalam manajemen bank serta seluruh pihak terkait harus 
mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, 
serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut muncul untuk dapat 
mengambil tindakan yang tepat. Risiko itu sendiri tidak harus dihindari pada 
semua keadaan namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus 
mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat 
memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba yang atraktif. 
Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus 
mengerti tentang risiko dan pengelolaannya. banyak teori yang tersedia 
untuk mendefinisikan jenis-jenis risiko dalam menjalankan bisnis 
perbankan. Pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi dapat dibagi atas 
dua kelompok besar, yaitu risiko finansial dan risiko non financial. 
Risiko yang diharuskan dikelola industri perbankan yaitu risiko 
kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko konsentrasi bisnis, risiko 
bisnis. Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung 
kerugian akibat risiko (risk loss) pada suatu bank dapat berdampak pada 
pemangku kepentingan (steakholders) bank, yaitu pemegang saham, 
karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara 
umum.
15
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Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait 
dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo counterpartynya gagal 
memenuhi kewajiban–kewajiban kepada bank. Risiko pembiayaan adalah 
risiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok 
pinjamannya (plus bunga). Credit risk ini telah menyebabkan harapan 
investor memperoleh bunga serta pokok investasi maupun tabungan ataupun 
capital gain berubah menjadi kerugian bila bank jatuh bangkrut. 
Namun bagi bank risiko kerugian menyusul terjadinya credit risk 
merupakan risiko yang wajar terjadi mengingat hal itu terkait dengan bisnis 
intinya berupa leading–based business. Dilihat dari sudut pandang yang 
berbeda bank dan dunia usaha atau investor memiliki keinginan yang sama 
dalam upaya mencegah credit risk tersebut. Sementara itu, bank 
melakukannya melalui analisis kredit, hal itu dilakukan untuk memastikan 
unit usaha yang dibiayai itu mampu melunasi kembali pinjaman yang 
diberikannya.
16
 
Risiko nasabah muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain 
dalam memenuhi liabilitas kepada bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini 
disebut juga risiko gagal bayar (default risk) risiko pembiyaan (financing 
risk), termasuk dalam risiko pembiayaan yaitu risiko konsentrasi 
pembiayaan. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank Islam sangat 
terkait dengan bentuk akad pembiayaannya. Risiko pembiayaan adalah 
potensi kegagalan debitur atau sekutu bisnis dalam memenuhi kewajiban 
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sesuai perjanjian yang disepakati. Ini meliputi seluruh transaksi 
pembiayaan, seperti jual beli (murabahah, salam, dan istishna), utang 
piutang (qardhul hasan), dan sewa (ijarah).  
Tujuan pengelolaan risiko pembiayaan adalah membatasi atau 
mengurangi risiko pembiayaan, mengklafikasi aset dan mengevaluasi secara 
periodik kualitas kolektibilitas portopolio pembiayaan, menetapkan provisi 
kerugian. Dalam mengelola risiko pembiayaan, bank harus memperhatikan 
potensi kegagalan  pemenuhan kewajiban pembayaran debitur, penurunan 
kualitas pembiayaan, konsentrasi pembiayaan, dan risiko yang timbul dari 
aktivitas penyelesaian dan kliring transaksi. Bank harus melakukan 
pemeriksaan terlebih dahulu terhadap nasabah sebelum memutuskan 
istrumen pembiayaan apa yang sesuai bagi mereka. Diperlukan teknik 
mitigasi risiko pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan tentu 
saja karakteristik masing-masing instrumen pembiayaan tersebut.
17
 
Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. 
Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika 
pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi dimana 
dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang 
diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup 
ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya 
diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan diawal. Ijarah merupakan 
bentuk pertukaran dimana objeknya adalah jasa. Bank Islam menggunakan 
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ijarah dalam beberapa bentuk berdasarkan penyerahan jasa (kemanfaatan) 
dan uang, ijarah yang digunakan oleh bank adalah berbentuk muajjal, 
dimana bank menyediakan jasa atau persewaan terlebih dahulu dan debitur 
membayarnya secara tertunda.  
Bank perlu mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh 
portopolio dan mempertimbangkan hubungan antara risiko pembiayaan dan 
risiko lainnya. Pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif merupakan 
komponen penting bagi keberhasilan setiap organisasi perbankan. Bagi 
sebagian besar bank, pinjaman merupakan sumber terbesar dan paling nyata 
dari risiko pembiayaan. Meskipun demikian, sumber-sumber risiko 
pembiayaan terdapat pada seluruh kegiatan bank, termasuk di banking bank 
dan tranding book, dan baik on-balance sheet maupun off-balance 
sheet.Bank menghadapi risiko pembiayaan diberbagai instrumen keuangan, 
tidak hanya pinjaman termasuk akseptasi, transaksi antar bank, transaksi 
valuta asing, finansial fiturs, swaps dan penyelesaian transaksi.
18
 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/POJK.03/2006 Tentang 
penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah.Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa 
tertentu. Pembagian manajemen risiko pada Bank Umum Syariah (BUS) 
dan Unit Usaha Syariah (UUS)terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko 
liquiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, 
risiko kepatuhan. 
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Murabahah merupakan akad transaksi jual beli suatu barang 
sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati 
oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga 
perolehan kepada pembeli.
19
 
Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk 
memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna 
pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk 
membayar. Prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta 
biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up(laba).
20
 
Ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan pada mulanya 
bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha 
seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli 
aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank)  untuk membiayai 
pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang 
dimaksud dan kemudian menyewakan kepada yang membutuhkan aset 
tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan 
ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan 
investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal 
yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.  
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Jaminan dan agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang 
dapatsaling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai 
tanggungan atas pinjaman yang diterima.
21
 Jaminan dalam nomenklator 
hukum perdata di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1131 KHUP dan 
penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hanya saja, 
kedua peraturan tersebut tidak mendefinisikan secara jelas apa yang 
dimaksud dalam jaminan, kedua aturan ini menyatakan jaminan berkaitan 
erat dengan masalah utang piutang. Dengan debitur, dimana debitur 
menjanjikan jumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menerut 
ketentuan peraturan yang berlaku apabila dalam waktu yang telah 
ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang debitur.
22
 
Agunan dalam termonologi hukum perbankan didefinisikan dalam 
Pasal 1 Angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan sebagai suatu 
jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam 
rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah. Sedangkan pasal 1 angka 26 UU No 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syariah menyebutkan agunan merupakan jaminan tambahan, baik 
berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik 
agunan kepada bank syariah dan atau UUS, guna menjamin pelunasan 
kewajiban nasabah penerima fasilitas. 
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Bank Prekreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank pembiayaan 
Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 21 tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah.
23
BPRS berdiri berdasarkan UU No 7 
tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 
1992 tentang Bank  berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) 
UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang 
Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan uasaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
Produk-produk yang ditawarkan BPRS secara garis besar adalah 
produk penghimpun dana masyarakat yaitu tabungan syariah, adapun 
produk tabungan pada BPRS kota Bandar Lampung yaitu, tabungan  syariah 
titipan (Wadiah), tabungan syariah bagi hasil (Mudharabah) dan deposito 
syariah. Kemudian produk penyaluran dana masyarakat yaitu, pembiayaan 
jual beli (akad Murabahah), pembiayaan sewa manfaat (akad Ijarah-Multi 
jasa).
24
 
Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya pada bank 
syariah semakin pesat, dengan semakin banyaknya bank syariah yang terus 
bertambah. Demikian pula perkembangan lembaga keuangan yang ada di 
BPRS Kota Bandar Lampung salah satu lembaga keuangan syariah yang 
                                                             
23
Ridwinsyah, Mengenal Istilahh-Istilah Dalam Perbankan Syariah, (CV:Anugrah Utama 
Raharja,2013), h.214. 
24
Bank syariah Bandar Lampung.co.id diakses pada hari senin 13 nov 2017 pukul 21:27 
WIB. 
17 
 
berdiri untuk memenuhi kebutuhan dana. Dengan letak lokasi yang berpusat 
ditengah kota dan juga dekat dengan bank lainnya. 
Banyaknya produk-produk pembiayaan meliputi pembiayaan 
Murabahah, ijarah dan lain-lainya yang di keluarkan bank syariah 
khususnya bank yang menjadi tempat penelitian yaitu Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS Kota Bandar Lampung) tidak akan lepas dari suatu 
risiko kerugian.Untuk mengetahui data dan meminimalisir semakin 
besarnya risiko kerugian bank perlu dilakukan proses analisis agar diketahui 
ada tidaknya risiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan 
di BPRS Kota Bandar Lampung. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat 
permasalahan tersebut dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis 
Risiko Kerugian Bank dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan 
(Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota B. Lampung)”. 
D. Batasan Masalah 
Dari banyaknya pembiayaan yang ada di bank syariah maka dalam 
Penelitian ini penulis membatasi hanya pembiayaan Ijarah multijasa karena 
yang berkaitan dengan pembiayaan pegawai tanpa agunan di BPRS Kota 
Bandar Lampung. 
E. Rumusan  Masalah 
Bagaimana Risiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa 
Agunan di BPRS Kota Bandar Lampung  
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F. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui menganalisis Bagaimana Risiko Kerugian Bank Dalam 
Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan di BPRS Kota Bandar Lampung. 
G. Manfaat Teoritis 
1. Manfaat Teoritis  
Dapat menambah pengetahuan dibidang keilmuan maupun 
pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca. Selain itu, berguna 
juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih 
dalam tentang risiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa 
agunan di BPRS Kota Bandar Lampung. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 
mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan 
risiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan. 
b. Bagi bank 
Bagi bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 
masukan untuk pengelolaan pembiayaan yang lebih baik. 
H. Penelitian Terdahulu 
Hasil penemuan dari penelitian-penelitian terdahulu dapat 
memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang luas mengenai hal –hal 
yang berkaitan dengan Analisis Risiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan 
19 
 
Pegawai Tanpa Agunan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang 
digunakan sebagai referensi , adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Indrianawati, Nisful Lailah, dan Dewi 
Karina dengan judul "Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah 
pada Perbankan Syariah " . Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah disebabkan oleh risiko 
yang cukup besar,mitu adalah risiko kerugian, terutama pada 
pendapatan bank. Sementara itu, masalahmyang sering terjadi adalah 
non-performing pembiayaan karena streaming sisi dan data 
dimanipulasi. Solusinya adalah restrukturisasi kepada pelanggan bank 
yang memiliki itikad baik, sebaliknya, nasabah bank yang tidak 
memiliki baik bersedia memenuhi kewajiban mereka, akan 
dimasukkan ke dalam eksekusi jaminan. 
25
 
2. Peneltian yang dilakukan oleh Dian Wundari Gustini dn Sulisti Afriani 
dengan judul "Analisis Manajemen Resiko Pada Kantor Pusat PT. 
Bank Bengkulu ". Dalam penelitian ini menunjukkan gambaran 
Penerapan manajemen risiko di PT. Bank Bengkulu secara rata-rata 
nilainya 2,50 berada pada interval 1,81-2,60 dengan kriteria 
Satisfactory yaitu Kualitas penerapan manajemen risiko PT. Bank 
Bengkulu secara komposit memadai, meskipun terdapat kelemahan 
minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian 
manajemen PT. Bank Bengkulu untuk melakukan perbaikan. Penilaian 
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terhadap kualitas implementasi manajemen risiko pada PT Bank 
Bengkulu dapat ditelusuri dari tahapan-tahapan penyusunan strategi, 
program, kebijakan, sasaran, dan implementasinya.
26
 
3. Penelitian dilakukan oleh Ririn Istiqomah dengan judul " Analisis 
Risiko Pembiayaan Murabahah Konsumen Dengan Metode 
Creditrisk+ (PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 
Dramaga)". Berdasarkan hasil proses data dengan metode creditrisk+ 
diketahui bahwa nilai kerugian yang dapat diperkirakan sebesar Rp155 
788 182.317 juta dan nilai potensi kerugian sebesar Rp785 000 000 
juta.
27
 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
a. Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 
research). jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis 
bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, di 
dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan 
menginterprestasikan kondisi yang sekarang terjadi atau ada.
28
 Selain 
itu penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) 
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b. Sifat Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis  menggunakan metode penelitian 
pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, karena ditinjau dari 
pembahasan masalahnya serta hasil yang akan di capai penelitian 
ingin mengetahui bagaimana risiko kerugian bank dalam pembiayaan 
pegawai tanpa agunan di BPRS kota Bandar Lampung. 
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) 
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel 
sumber data dilakukan secara putposive dan snowball, teknik 
pengumpulan data dengan trianggulasi, analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi.
29
 
Sedangkan menurut definisi lain yang dimaksud penelitian kualitatif 
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 
diamati.
30
 
2. Jenis Data  
Untuk memperoleh data tentang permasalahan yang dibahas maka 
penulis menghimpun dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. 
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Adapun yang dimaksud data primer dan data sekunder dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui 
kuesioner, kelompok fokus dan panel atau data hasil wawancara 
peneliti dengan narasumber.
31
 Data primer dalam peneltian ini berupa 
data hasil wawancara langsung dengan Direktur dan Wakil Direktur 
serta 10 nasabah BPRS Kota Bandar Lampung. 
3. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, 
majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan 
pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain 
sebagainya.
32
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian  
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 
data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 
standar data yang ditetapkan.
33
 Dalam penelitian ini menggunakan 
metode pengumpulan data sebagai berikut. 
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a. Wawancara  
Metode wawancara atau interview adalah suatu bentuk 
komunikasi verbal yaitu semacam percakapan yang bertujuan 
memperoleh informasi.
34
 Wawancara adalah alat pengumpul 
informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 
untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utamanya adalah kontak 
langsung antara pencari informasi dan sumber informasi. Adapun 
yang penulis wawancarai adalah Direktur BPRS kota Bandar 
Lampung.  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan interview bebas 
terpimpin, wawancara ini ditunjukkan kepada Direktur Utama, wakil 
Direktur, dan Direksi di BPRS kota Bandar Lampung untuk 
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan risiko 
kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan. Selain itu 
wawancara juga dilakukan terhadap 10 nasabah BPRS Kota Bandar 
Lampung yang termasuk kedalam kategori nasabah peminjam yang 
berasal dari Karyawan swata sebanyak 5 nasabah dan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) sebanyak 5 nasabah.  
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui 
menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Metode  dokumentasi 
yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
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catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen  rapat agenda 
dan sebagainya.
35
 Dalam penelitian ini data yang dapat diperoleh 
adalah laporan keuangan publikasi, surat kabar, buku-buku mengenai 
risiko dan pembiayaan. 
5. Teknis Analisis Data 
Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan 
akan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan 
dalam proposal. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 
lain.
36
 
Dari definisi yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa analisis data adalah suatu usaha untuk mengkaji ulang 
dari hasil yang telah dilakukan kategori sehingga bisa dijadikan pola yang 
memiliki relevensi dengan teori-teori yang dilakukan dalam penelitian, 
yang kemudian ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 
seperti yang disarankan  oleh data. Aktivitas dalam analisis data yaitu data 
reduction, data display, dan conclusion drawing/verification yaitu: 
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1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hah-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
diperlukan. 
2. Data Display (Penyajian Data)  
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 
untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 
yang bersifat naratif. 
3. Penarikan Kesimpulan (verification) 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 
adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 
sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 
berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
37
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Perbankan syariah 
1. Definisi Bank Syariah 
Menurut Undang-Undang disebut  Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, 
disebutkan bahwa badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. 
Bank adalah lembaga perantara keuangan atau bisa disebut dengan 
financial intermediary. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam 
aktivitasnya berkaitan dengahn masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank 
akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar 
terjadinya perdagangan yang utama.
38
 
Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. 
Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 
konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank 
Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas 
Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
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Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberi 
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja 
dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor 
induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah. Sedagkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank 
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat 
menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu 
menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau sosial 
lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
39
 
Para ulama Indonesia mendirikan bank bebas dari bunga karena Allah 
telah menjelaskan bahwa riba itu haram dan jual beli itu halal. Selain itu, 
Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang 
bathil itu juga dilarang. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa’ Ayat 
29: 
  ضاََست ْهَع ًةَزاَِجت َنىَُكت َْنأ َِّلَإ ِمِطَابْنِاب ْمَُكىَْيب ْمَُكناَىَْمأ اُىهُْكَأت َلَ اُىىَمآ َهيِرَّنا َاهَُّيأ َاي 
 َأ اُىُهتَْقت َلََو ه ْمُكْىِماًميِحَز ْمُِكب َناَك َ َّاللَّ َّنِإ ه ْمُكَُسفْو  
Artinya :“Hai orang-orang yang berfirman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 
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perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang Kepadamu.” 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang yang 
beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang 
lain dengan jalan yang bathil. Melakukan transaksi terhadap harta orang 
lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan ikhlas. 
2. Perkembangan Perbankan Syariah 
Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional 
memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan 
kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. salah 
Satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan 
sesuai dengan karakteristiknhya. Pengaturan tersebut diantaranya 
dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan 
Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan 
bagi perkembangan lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan 
Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional 
Perbankan Syariah dimana disisi lain pertumbuhan dan volume usaha 
Bank Syariah berkembang cukup pesat. 
Undang-Undang No 21 Tahun 2008 diluncurkan untuk mengatur 
kegiatan perbankan syariah nasional saat ini. Ketentuan dan peraturan 
29 
 
senantiasa selalu berkembang, perkembangan ini disesuaikan dengan 
kebutuhan pasar dan pesatnya perkembangan industri finansial global. 
Guna menjamin kepastian hukum bagi steakholders dan sekaligus 
memberikan keyakinan bahwa masyarakat dalam menggunakan produk 
dan jasa bank syariah. Dalam Undang-Undang perbankan syariah ini diatur 
jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran 
dana dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian 
dari Bank Umum Konvensional. 
Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang 
masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, 
diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, 
maisir, gharar, haram dan zalim sebagaimana undang-undang yang khusus 
mengatur perbankan.  
Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan 
syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan 
UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI 
ke dalam peraturan Bank Indonesia, di dalam Internal Bank Indonesia 
dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas 
30 
 
perwakilan dari Bank Indonesia, Dapertemen Agama, dan unsur 
masyarakat yang komposisinya berimbang.
40
 
Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada 
keseimbangan antara kepentingan antara individu dan masyarakat. Harta 
harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi 
yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak 
setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk 
menghasilkan keuntungan. Oleh karna itu, diperlukan suatu lembaga 
perantara yang menghubungkan masyarakat dengan pemilik dana dan 
pengusaha yang memerlukan dana (pengelolaan dana). Salah satu bentuk 
lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah ialah bank yang berasaskan 
kemitraan, keadilan, transparasi dan universal serta melakukan kegiatan 
usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
41
 
3. Kelembagaan Bank Syariah 
Bank Syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memilik 
orientasi pencapaian kesejahteraan.Secara fundamental terdapat beberapa 
karakteristik bank syariah.
42
 
a. Penghapusan riba 
b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran 
sosio-ekonomi Islam. 
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c. Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati 
terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada 
penyertaan profit and loss sharing dalam ventura, bisnis, atau 
industri. 
d. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah 
dan pengusaha. 
e. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi 
kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar 
uang antar bank syariah dan instrumen bank sentral berbasis 
syariah. 
Oleh karena itu maka struktur dan sistem pengawasannya 
berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan Islam 
mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, 
kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian 
bank. Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri dari 
Dewan Komisaris dan Direksi dan wajib memiliki Dewan 
Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank 
syariah. 
Bank syariah mempunyai dua mekanisme dasar sebagai 
lembaga keuangan, yaitu menerima dana dari masyarakat untuk 
dikelola dan menyalurkan kembali dana dengan pola atau skema 
pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. 
32 
 
Dalam melakukan kerja sama dengan pihak deposito (penyimpan 
dana) bank syariah menggunkan prinsip profit and loss sharing dimana 
keuntungan yang akan dibagi kepada pihak penyimpan dana tergantung 
pendapatan yang diterima bank syariah, ketika pendapatan bank syariah 
besar karena pengelolaan assetnya bagus maka keuntungan yang akan 
dibagi kepada pihak penyimpan dana (depositor) pun akan besar. Begitu 
pun sebaliknya, jika pendapatan yang dihasilkan bank syariah kecil maka 
pembagian keuntungan dengan depositor akan kecil. Tetapi jika bank 
syariah mengalami kerugian maka bank syariah tidak berkewajiban 
memberikan bagi hasil kepada pihak penyimpan dana. Untuk 
menghasilkan pendapatan, bank syariah mengelola dana yang telah di 
himpun kedalam aset produktif yaitu menyalurkan ke dalam bentuk 
pembiayaan, surat berharga, penempatan pada bank lain, dan penempatan 
lainnya untuk mendapat keuntungan dengan menggunakan prinsip yang 
sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
Bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip syariah, 
seperti mudharabah, musyarakah, salam, isthisna, dan lain-lain.
43
 
Konsep pelarangan riba yang diturunkan oleh Allah SWT 
sebagaimana peringatan terakhir mengenai riba yang secara jelas dan tegas 
mengharamkan riba dalam berbagai jenis bentuk yang diambil dari 
pinjaman. Larangan dimaksud, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran 
surah Al-Baqarah ayat 278 sebagai berikut: 
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 َايهِيىِمْؤُم ُْمتْىُك ْنِإ َاب ِّسنا َهِم َِيَقب اَم اوُزَذَو َ َّاللَّ اُىقَّتا اُىىَمآ َهيِرَّنا َاهَُّيأ  
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman.” (Q.S.Baqarah:278)44 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan 
hambanya untuk beriman dan bertakwa melalui meninggalkan sesuatu 
yang dapat menjauhkan hambanya dari Keridhaan-Nya. 
4. Profitabilitas Bank Syariah 
Profitabilitas (profitability) adalah sekelompok rasio yang 
memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, 
dan hutang terhadap hasil operasi.
45
 Analisis profitabilitas sangat penting 
dilakukan untuk menilai kemampuan manajemen dalam menghasilkan 
laba. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/PB/2011 salah satu 
penilaian bank dari sisi profitabilitas atau disebut juga rentabilitas. 
Indikator ini meliputi Return on Asset (ROA) dan Return on Equity 
(ROE). 
ROA merupakan salah satu indikator yang sering digunakan dalam 
menilai tingkat profotabilitas bank. ROA sebagai rasio yang 
menggambarkan kemampuan bank dalam mengelolah dana yang 
diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang  menghasilkan keuntungan. 
Menurut Brigham Eugene dan Houston Joel dihitung dengan cara 
membandingkan seluruh laba sebelum pajak dengan total aktiva.
46
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Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007 
tujuan dari rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen 
dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, menunjukan semakin 
buruk manajemen bank dalam hal mengelolah aktiva unutk meningkatkan 
pendapatan dan menekan biaya. 
Tabel 1  
Kriteria Penilaian Peringkat ROA 
 
Peringkat 1 ROA > 1,5% 
Peringkat 2 1,25% < ROA ≤ 1,5% 
Peringkat 3 0,5% < ROA ≤ 1,25% 
Peringkat 4 < ROA ≤ 0,5% 
Peringkat 5 ≤ 0% 
Sumber : SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007 
Semakin besar pemanfaatan aktiva produktif yang dimiliki suatu 
bank akan menghasikan laba yang semakin tinggi. Laba yang tinggi akan 
berdampak kepada profitabilitas perusahaan.
47
 
Sedangkan ROE (Return on Equity)  adalah rasio yang menunjukan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan 
menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia 
bagi pemilik investor. ROE sangat bergantung pada besar kecil 
perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang 
relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkan pun kecil, begitu pula 
sebaliknya untuk perusahaan besar. 
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Menurut harahap yang dikutip dari skirpsi Mohamad Gani tentang 
“pengaruh ROA & ROE terhadap harga saham pada perusahaan 
manufaktur”ROE digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian 
terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukan 
seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang saham. 
ROE diukur satu persen. Tingkat ROE memiliki hubungan yang positif 
dengan harga saham, sehingga semakin besar ROE semakin besar pula 
harga pasar, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa 
pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi sehingga investor 
akan tertarik unutk membeli saham tersebut, dan hal itu menyebabkan 
harga pasar cenderung naik. 
     
          
                  
       
Dari formula tersebut dapat diketahui bahwa ROE merupakan 
besarnya pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan dari seluruh 
equityyang dimilikinya. Sebagai contoh, nilai rasio 0,27 atau 27% 
menunjukan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 
27% dari total modalnya. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin 
besarf dana yang dapat dikembalikan dari total modal perusahaan menjadi 
laba artinya semakin besar laba bersih yang diperoleh semakin baik kinerja 
perusahaan tersebut. ROE yang tinggi akan menyebabkan posisi pemilik 
modal perusahaan semakin kuat. 
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B. Risiko 
1. Pengertian Risiko 
Menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 
Pengertian risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (event) yang 
dapat menimbulkan kerugian bank. 
Berdasarkan bahasa, menurut kamus besar bahasa Indonesia Risiko 
mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, 
membahayakan) dari suatu pebuatan atau berbagai definisi. Risiko dikaitkan 
dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam 
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan menurut kamus 
ekonomi, Risiko adalah kemungkinan mengalami kerugian atau kegagalan 
karena tindakan atau peristiwa tertentu.
48
 
2. Konsep Dasar Risiko 
a. Definisi dan Dimensi Risiko 
Risiko bisa muncul kapan saja yakni sebelum, ketika, dan setelah 
pengambilan keputusan dilakukan. Sering kali risiko muncul karen 
adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari tiap pilihan tersebut 
belum dapat diketahui dengan pasti. Risiko bisa didefinisikan sebagai 
konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang 
berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak 
negatif  lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Inilah klasik 
dari risiko. Dari definisi tersebut, risiko mengandung beberapa dimensi, 
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yakni biaya peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya, 
ketidakpastian, dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan. 
Dengan berbagai dimensi inilah, risiko diukur, dimitigasi, dan dimonitor 
selama proses bisnis berjalan.
49
 
3. Definisi Risiko Perbankan 
Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis 
perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan penyaluran kredit, 
penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan 
finansial lainnya. Dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan 
tersebut, dan kerugian tersebut adalah dalam bentuk finansial. 
Risiko perbankan adalah berfokus pada masalah finansial karena 
bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank 
menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik 
sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang 
menyangkut dengan masalah keuangan. 
Risiko yang dialami oleh perusahaan yang bergerak dibisnis 
manufaktur (pabrik) seperti perusahaan pembuatan selai nanas adalah 
berbeda dengan yang dialami oleh perbankan. Karena produk perbankan 
bersifat intangible asset. 
Karena fungsinya sebagai mediasi, bank harus mampu menyediakan 
atau memberikan kemudahan itu, seperti keamanan simpanan, kemudahan 
dalam menarik kembali dana dalam jumlah yang disesuaikan, kemudahan 
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dalam urusan mencari kredit termasuk rendahnya biaya administrasi yang 
ditanggung suku bunga kredit yang rendah dan perhitungan yang dilakukan 
secara cepat dan akurat.
50
 
Bank, sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak 
aktivitas, memiliki peluang yang sangat dalam memperoleh pendapatan 
(income/return).Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh 
pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko 
melekat (inherent) pada seluruh aktivitas bank. Seluruh aktivitas bank, 
produk dan layanan bank terkait dengan uang.  
Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank 
jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, 
bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbuh 
dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Eksekutif dalam manajemen bank 
serta seluruh pihak terkait harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin 
timbul dalam kegiatan usaha bank, serta mengetahui bagaimana dan kapan 
risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. 
Pemahaman umum mengenai masing-masing kategori risiko sangat penting 
sehingga para manajer, pelaksana (risk taker), bagian pengawasan dapat 
berdiskusi tentang masalah-masalah umum yang secara alam terjadi dari 
berbagai eksposur risiko. Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada 
semua keadaan, namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus 
mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat 
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memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba yang 
atraktif.Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan 
harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya.
51
 
4. Jenis-Jenis Risiko Perbankan 
Banyak teori yang tersedia untuk mendefinisikan jenis-jenis risiko 
dalam menjalankan bisnis perbankan. Pada dasarnya jenis-jenis yang 
dihadapi dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu risiko finansial dan 
risiko nonfinansial. Risiko finansial terkait dengan kerugian langsung 
berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. Pada sisi lain, 
risiko non finansial terkait kepada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan 
secara jelas jumlah uang yang hilang. Dampak finansial dari risiko 
nonfinansial tidak langsung dapat dirasakan. Kasus seperti ketika 
kehilangan nasabah dan kehilangan bisnis akibat risiko yang terjadi tidak 
langsung membuat bank menjadi rugi. Namun pada gilirannya, risiko 
nonfinansial berpotensial untuk menimbulkan kerugian finansial.
52
 
Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan 
dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta 
kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis 
transaksi produk/jasa dan jaringan usaha.Sementara itu, kemampuan bank 
meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan 
sumber daya insansi. 
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Supervisor mewajibkan perbankan syariah untuk menerapkan 
manajemen risiko untuk program-program sebagai berikut.
53
 
a. Risiko Kredit 
Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan 
pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi 
kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara 
penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. 
b. Risiko Pasar ( Marker Risk) 
Marker Risk adalah risiko kerugian yang diderita bank, sebagaimana 
antara lain dicerminkan dari posisi on dan off  balance sheet bank, akibat 
terjadinya perubahan Market Price atas Asset bank, interest rate dan 
foreign excanges rate, Market volatiliy dan Market Liquidity. Terdapat 
beberapa prasyarat yang menyebabkan bank berhadapan dengan market 
risk ini. Prasyarat itu meliputi sebagai berikut: 
1) Telah terjadi perubahan harga atas market instruments dari aset 
bank, terjadi gejolak (volatility) dan perubahan atas liquiditas pasar. 
2) Pada neraca bank tampak adanya long atau short position atas 
account valas-nya. 
3) Terdapat gap antara Rate Sensitive Asset (RSA) dan rate sensitive 
Liabilitas (RSL) pada neraca bank.  
Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 
Market Risk itu berawal dari terjadinya gejolak atau volatility atas 
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empat market instruments yang meliputi interest-sensitive debt 
securities, equities, currencies dan commodities. Gejolak ini 
menularkan pengaruhnya pada bank-bank yang sedang memiliki 
net-open position yang terkait dengan empat  fundamental 
economic markets yang utama itu. Artinya pada saat ketika bank 
tidak berada dalam posisi square atas keempat jenis accountnya itu, 
yang memang peka terhadap perubahan harga pasar.  
Gejolak yang terjadi pada keempatnya itu telah memicu 
bergejolaknya pula harga atau nilai dari marketable financial 
instruments yang tercatat sebagai account pada neraca bank itu. 
Dengan lain perkataan, dapat disimpulkan bahwa risiko-risiko 
seperti interest rate risk dan foreign exchange risk dapat memberi 
pengaruh pula pada marker risk.
54
 
c. Risiko Likuiditas 
Risiko likuiditas adalah risiko akibat tidak mampuan bank untuk 
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan kas dan 
atau aset liquit berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa 
mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank. 
d. Risiko operasional 
Risiko operasional adalah  risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses 
internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal kesalahan 
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manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal 
yang mempengaruhi operasional bank. 
e. Risiko Hukum 
Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan 
aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan 
perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti 
tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang 
tidak sempurna. 
f. Risiko Riputasi 
Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 
para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif 
terhadap bank. 
g. Risiko Strategis 
Risiko strategis adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan 
dan atau pelaksaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam 
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 
h. Risiko Kepatuhan  
Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau 
tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 
berlaku serta prinsip syariah. 
5. Manajemen Risiko 
a. Pengertian Manajemen Risiko     
 Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris dari kata kerja to manage, 
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yaitu, mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola.
55
 Manajemen 
memiliki pengertian yang beragam seperti yang diungkapkan para ahli, 
diantaranya Drs. Malayu S.P Hasibuan yang mendefinisikan “Manajemen 
sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 
dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk  mencapai suatu 
tujuan tertentu”.56 
Menurut Nawawi, manajemen adalah pekerjaan intelektual yang 
dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi. Manajemen 
memerlukan koordinasi sumber daya dan material kearah tercapainya 
tujuan.
57
 Dari definisi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa manajemen 
adalah suatu proses atau sistem pengelolaan atau pengaturan yang di 
dalamnya ada perencanaan, keputusan, pengorganisasian kepemimpinan, 
dan pengawasan dalam melakukan bisnis. 
Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang 
bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai 
pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Risiko dalam 
lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat 
diperkirakan (unanticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan 
(unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan 
permodalan lembaga keuangan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari 
tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, oleh karena itu diperlukan 
                                                             
55
Rachamdi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), Cet. Ke-1, h.116. 
56
Malayu Hasibuan, Manajemen Perbankan, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), h. 1. 
57
Ismail Nawawi, Manajemen Resiko Terori dan Pengantar Praktik Bisnis, Perbankan 
Islam dan Konvensional, (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jawa, 2012), h.5. 
44 
 
serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk 
mengindentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang 
timbul.
58
 
Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko menurut Herman 
Darwani dalam bukunya “ Manajemen Risiko” mennjelaskan bahwa 
manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui menganalisis 
serta mengendalikan dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk 
memperoleh efektivitas dan efesiensi yang lebih tinggi.
59
 
Sedangkan pengertian manajemen risiko adalah upaya untuk 
mengidentifikasikan, menganalisis dan mengelola sedemikian rupa sehingga 
perusahaan (bank) senantiasa dapat menerapkan pengendalian atas kondisi 
saat ini maupun mengantisipasi potensi risiko yang timbul sehingga bank 
dapat memenuhi tujuan dan sasarannya. Menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan 
Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 ruang lingkup manajemen risiko pada 
penerapannya sekurang-kurangnya mencakup: 
1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi , terutama dalam 
mengidentifikasi, mengukur serta mengendalikan setiap jenis risiko 
yang bisa terjadi pada setiap aspek kegiatan bank. 
2) Kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit. Semua kebijakan 
dan prosedur tertulis harus mencerminkan risiko yang timbul dari 
semua kegiatan usaha bank. Prosedur harus menyajikan pedoman 
rinci nuntuk pengimplementasikan strategi harian perusahaan, yang 
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harus mencakup limit yang dirancang untuk melindungi 
perusahaan dari risiko yang berlebihan atau yang tidak prudent. 
3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 
pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. 
Pengukuran risiko mengacu pada proses yang digunakan untuk 
menguantifikasi kandungan risiko mengacu pada proses yang 
digunakan untuk menguantifikasi kandungan risiko. Proses 
pengukuran ini harus dapat menjawab kebutuhan pemakaian 
informasi yang akan bervariasi antar bank ataupun antar unit 
didalam sebuah bank. Pemantauan risiko mencakup perbandingan 
ancaman risiko terhadap benchmark, limit, atau parameter yang 
ditetapkan terlebih dahulu dan memerlukan pengecualian bagi 
pengeambilan keputusan.  
4) Disisi lain manajemen risiko diartikan sebagai cara-cara yang 
digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan 
yang disebabkan oleh adanya risiko, mengidentifikasi manajemen 
risiko sebagai keseluruhan isitem pengelolaan dan pengendalian 
risiko yang dihadapi oleh bank.  
b. Manfaat Manajemen Risiko 
Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada 
beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu: 
1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam 
mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih 
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berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam 
berbagai keputusan. 
2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat 
pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka 
pendek dan jangka panjang. 
3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu 
menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya 
kerugian khususnya kerugian dari segi finansial. 
4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang 
minimum. 
5) Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk manajemen 
concept) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan 
telah membangun arah dan mekanisme secara suistainable 
(berkelanjutan). 
c. Tahap-tahap dalam Melaksanakan Manajemen Risiko 
Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada 
beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu: 
1) Identifikasi risiko 
Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan 
berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, 
termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh 
perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-
potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat. 
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2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko 
Pada tahap ini diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu 
menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk-bentuk 
risiko yang diidentifikasi di sini telah mampu dijelaskan secara detail, 
seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut. Pada 
tahap ini pihak manajemen perusahaan juga mulai mengumpulkan dan 
menerima berbagai data-data baik bersifat kualitatif dan kuantitatif. 
3) Menempatkan ukuran-ukuran risiko 
Pada tahap ini pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan 
ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan modal 
metodologi penelitian yang akan digunakan. 
d. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko 
Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau 
dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha Lembaga Keuangan dengan 
tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan 
berkesinambungan. Secara garis besar manajemn risiko berfungsi, sebagai 
berikut:
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1) Menunjang ketetapan proses perencanaan dan pengambilan 
keputusan. 
2) Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan 
bisnis. 
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3) Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan 
kesehatan Lembaga Keuangan. 
4) Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif. 
5) Memaksimalkan kualitas asset. 
Menurut William T Thornholl tujuan dari manajemen risiko adalah untuk 
memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi 
kerugian sebelum hal tersebut terjadi. Adapun sasaran utama yang hendak dicapai 
oleh manajemen risiko terdiri dari : 
1) Untuk kelangsungan hidup perusahaan 
2) Ketenangan dalam berfikir  
3) Memperkecil biaya 
4) Menstabilisasi pendapat perusahaan 
5) Memperkecil atau meniadakan gangguan dalan berproduksi 
6) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan 
7) Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.
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Tabel 2.1 
Penilaian Risiko Perbankan Syariah 
 
No Jenis risiko diperhitungkan Belum 
diperhitungkan 
1 Risiko kredit √  
2 Risiko pasar √  
3 Risiko likuiditas √  
4 Risiko operasional √  
5 Risiko hokum √  
6 Risiko kepatuhan √  
7 Risiko reputasi √  
8 Risiko strategis √  
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9 Risiko imbal hasil  √ 
10 Risiko investasi  √ 
Sumber: PBI No. 13/23/PBI/2011 Tanggal 2 November 2011 Tentang Penerapan 
Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Usaha Syariah.
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C.   Jenis-Jenis Risiko Dalam Perbankan Islam 
Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang 
beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapat harus 
sesuai dengan syariah dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk 
menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat.
63
 Zamir Iqbal dan Abbas 
Mirakhor melihat risiko yang dihadapi perbankan Islam dikelompokkan 
menjadi empat klasifikasi.
64
 Meliputi pertama, risiko keuangan (financial) 
yang mempunyai dampak langsung pada aset liablilitas sebuah bank. Risiko 
finansial ini sendiri dibedakan menjadi tiga bagian meliputi risiko kredit, 
risiko pasar, dan risiko investasi equitas (khusus untuk pembiayaan non 
bank). Kedua, risiko bisnis, yaitu terkait dengan persaingan bank dan prospek 
dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko bisnis meliputi risiko  
tingkat pengembalian dan risiko penarikan. Ketiga, risiko treasury meliputi 
risiko yang bersumber dari manajemen sumber daya finansial institusi dalam 
term manajemen kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas jangka 
pendek dan manajemen aset liabilitas (MAL).  Keempat, risiko pemerintah 
yang meliputi risiko operasional, risiko transparansi, risiko syariah, dan risiko 
reputasi. 
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D. Dasar Hukum Manajemen Risiko 
Secara umum manajemen risiko merupakan kewajiban yang ada pada 
setiap perusahaan. Me-manage suatu usaha agar terhindar dari risiko 
adalah hal yang wajib. Landasan hukum dari manajemen risiko Islam 
menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik di masa yang 
akan datang. 
1. Risiko menurut pandangan Islam  
Firman Allah dalam surat al Hasyr ayat  18 mengatakan: 
َاهَُّيأَٰٓ  َي ٱ َهيِرَّن  ْاُىىَماَءٱ ْاُىقَّت ٱ َ َّللّ  َو ٖۖ  دَغِن ۡتَم ََّدق ا َّم ٞسۡفَو ُۡسظىَتۡنَوٱ ْاُىقَّت ٱ هَ َّللّ  َِّنإٱ َ َّللّ  َنُىهَمَۡعت اَمِب 
ُُۢسيِبَخ 
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat 
dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup 
perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.
65
  
Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan 
risiko yang dihadapi dengan melakukannya sungguh-sungguh maka manusia 
hendaknya berharap dan bertawakkal kepada Allah seperti perintahnya 
dalam Surat Al Isra ayat 5:  
اَِذَئف  َُمه  َىنُوأ ُدۡعَو َءَٰٓاَج َم  َهِخ ْاىُساََجف  ديِدَش  سَۡأب يِنُْوأ ََٰٓاىَّن اٗدَابِع ۡمُكَۡيهَع َاىۡثََعب اٱ هِزَاي ِّدن  َناَكَو
 ٗلَىُعۡف َّم اٗدۡعَو 
 
Artinya : Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) 
pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu 
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hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu 
mereka merajalela di kampong-kampung, dan itulah ketetapan yang 
pasti terlaksana. (Q.S Al-Isra : 5)  
 
Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti 
peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah 
wajib dibayar, maka berdosalah orang yang tidak mau membayar 
hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, 
perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa.  
Bagi orang yang berhutang, apabila telah terikat perjanjian maka 
wajib ditepati dan pihak yang berhutang wajib untuk membayar hutangnya 
sesuai perjanjian yang telah disepakati. Allah berfirman dalam surat Al-Isra 
ayat 34:   
 ۡنٱ َلاَم ْاُىبَسۡقَت َلََو ۡسَم َناَك َدۡهَعۡنٱ َِّنإ ِٖۖدۡهَعۡنٱِب ْاُىفَۡوأَو ۥهُي َّدَُشأ َُغهۡبَي  ىَّتَح ُهَسَۡحأ َيِه ِيتَّنٱِب َِّلَإ ِميِتَي
ُ ٗلَى 
 
Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan 
penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 
jawabnya (Q.S Al-Isra : 34) 
 
Dari ayat di atas jelas bahwa sebagai orang yang berhutang harus 
segera menepati janjinya untuk membayar hutangnya karena janji itu pasti 
diminta pertanggungjawabannya. Apabila pihak yang berhutang tidak 
mampu untuk membayar hutangnya maka harus dicarikan jalan 
penyelesaiannya yang sesuai dengan kondisi yang berhutang. Selain itu pula 
sangat penting mempertimbangkan masalah prinsip kejujuran orang yang 
berhutang (nasabah) dan penyelesaian yang sesuai dengan Islam.  
Dalam bukunya Hendi Subandi yang berjudul Fiqih Muamalah yang 
membahas ekonomi Islam menjelaskan tentang langkah-langkah 
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penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, 
diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjang waktu peminjaman), 
apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka 
maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan 
lebih baik bagi yang meminjamkan. 
E. Pembiayaan  
1. Pengertian Pembiayaan 
Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, 
sebelum masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu 
bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai 
tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan 
barang (produksi).  
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dua kata yang berkaitan 
dengan pembiaayaan dan bisnis, maka perlu dibahas secara singkat 
sebagai berikut: 
Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan 
nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau 
pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan 
aktivitas berupa pengembaangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, 
perdagangan dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. 
Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan  oleh 
suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 
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pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 
investasi yang telah direncanakan. 
Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau 
istilah teknisnya disebut sebagai aktivitas produksi. Menurut Ketentuan 
Bank Indonesia aktivitas produksi adalah penanaman dana Bank Syariah 
baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, 
piutang, qardh, surat berharga syariah,penempatan, penyertaan modal, 
penyertaan modal sementara, komitmen pada rekening administrasi serta 
Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 
5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003). 
2. Tujuan Pembiayaan  
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 
kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan 
pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan 
untuk : 
a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat 
akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 
melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan 
taraf ekonominya. 
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk 
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana 
tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. 
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Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, 
sehingga dapat ditegulirkan. 
c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan 
memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan 
daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan 
tanpa adanya dana. 
Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 
a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka 
memiliki tujuan tertinggi, yaitu mengasilkan laba usaha. Setiap 
pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk 
dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan 
dana yang cukup. 
b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar 
mampu mengasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus 
mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko 
kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan 
pembiayaan. 
c. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat 
ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang 
kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka 
mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam 
penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang 
kelebihan (sur-plus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. 
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Sehubungan dengan aktifitas bank syariah, maka 
pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.  
3. Fungsi Pembiayaan 
Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, menurut 
sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk: 
a. Meningkatkan daya guna uang 
Para penabung menyimpan uangnya di bank  dalam bentuk giro, 
tabungan dan deposito Uang tersebut dalam presentase tertentu 
ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan 
produktivitas.  
Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk 
memperluas/memperbesar usahanya baik untuk meningkatkan 
produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas atau 
memulai usaha baru. 
b. Meningkatkan daya guna barang 
1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat 
mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga 
utulity dari bahan tersebut meningkat. 
2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan 
barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke 
tempat yang lebih bermanfaat. 
c. Meningkatkan peredaran uang 
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Pembiayaan yang di salurkan melalui rekening-rekening koran 
pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan 
sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. 
Melalui pembiayaan, peredaran uang kartalmaupun giral akan lebih 
berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu 
kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah 
baikkualitatif apalagi secara kuantitatif. 
1) Menimbulkan kegairahan berusaha 
Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan 
kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi 
kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya 
akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah 
selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan yang 
berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai 
kemampuan.  
2) Stabilitas ekonomi  
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah 
stabililisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk 
antara lain: 
a) Pengendalian inflasi 
b) Peningkatan ekspor 
c) Rehabilitasi prasarana 
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d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk 
menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha 
pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank 
memegang peranan yang penting. 
 
Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan 
buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan 
negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan 
penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung 
atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah. 
4. Jenis-Jenis Pembiayaan 
Sesuai dengan  akad pengembangan produk, maka bank syariah 
memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada 
dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya: 
a. Pembiayaan menurut tujuan 
Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi: 
1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud 
untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan 
usaha. 
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud 
untuk melakukan investasi atau pengadaan barang 
konsumtif.
66
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b. Pembiayaan menurut jangka waktu 
Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi: 
1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang 
dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1tahun. 
2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang 
dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 
3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang 
dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. 
Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam 
bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu: 
a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam 
bentuk pembiayaan sebagai berikut: 
1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis 
pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: 
a) Pembiayaan mudharabah 
Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara 
penanam dana dan pengelola dana un tuk melakukan 
kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan 
antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah 
disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, 
pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor. 
b) Pembiayaan musyarakah 
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Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara 
para pemilik dana/modal untuk mencampurkan 
dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan 
pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal 
berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 
Aplikasi: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan 
ekspor. 
2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis 
pembiayaan dengan prinsip ini meliputi: 
a) Pembiayaan murabahah 
Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara 
bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang 
yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya 
kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan 
ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati 
antara bank syariah dan nasabah. 
Aplikasi: pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan 
konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan 
ekspor. 
b) Pembiayaan salam 
Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang 
dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu 
dan pembayaran harga terlebih dulu. 
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Aplikasi: pembiayaan sektor pertanian dan produk 
manufaktur. 
c) Pembiayaan istishna 
Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam 
bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kreteria 
dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 
pemesan dan penjual. Aplikasi: pembiayaan 
konstruksi/proyek/produk manufaktur. 
d) Surat Berharga Syariah 
Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi 
berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan 
dipsar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel. 
Obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat 
berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. 
e) Penempatan  
Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada 
bank syariah lainnya dan bank perkreditan syariah 
antara lain dalam bentuk giro atau tabungan wadi’ah, 
deposito berjangka atau tabungan mudharabah, 
pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi 
Mudhrabah Antara Bank (Sertifikat IMA) atau bentuk-
bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip 
syariah. 
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f) Penyertaan Modal 
Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah 
dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di 
bidang keuangan syariah. Adapun perusahaan yang 
bergerak dibidang keuangan syariah adalah bank 
syariah, BPR Syariah, dan perusahaan di bidang 
keuangn lain berdasarkan prinip syariah sebagaimana 
diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara 
lain sewa guna usaha,modal ventura, perusahaan efek, 
asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan 
penyimpanan. 
g) Penyertaan modal sementara 
Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal 
bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi 
kegagalan pembiayaan atau piutang sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia. 
h) Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI) 
SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank 
Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka 
pendek dengan prinsip wadi’ah. 
BAB III 
HASIL PENELITIAN 
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A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota 
Bandar Lampung 
1. Sejarah BPRS Kota Bandar Lampung 
BPRS Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh 
Pemerintah Kota Bandar Lampung Terhadap BPRS Sakai Sambayan 
yaitu Bank Syariah pertama di Provinsi Lampung yang beroperasi sejak 
tahun 1996 yang didirikan atas prakarsa Bapak Poedjono Pranyoto 
Gubernur Lampung saat itu, bersama para pejabat teras dilingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung, ICMI Orwil Lampung dan MUI Provinsi 
Lampung dengan Modal Dasar saat itu sebesar Rp.500 juta yang 
beralamat di Kecamatan Natar-Lampung Selatan. 
Sejak berdirinya pada tahun 1996 perkembangan usahanya 
mengalami pasang surut dan pada tahun 2006, bank tersebut mengalami 
masalah hingga penurunan kinerja yang dikarenakan banyaknya 
pembiayaan berasalah dan manajemen pengelolaan bank yang kurang 
profesional. Sejak itulah bank mengalami masalah yang cukup besar 
yaitu mulai dari kekurangan kecukupan modal dan kesulitan likuiditas 
yang berakibat bank ini menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) 
oleh Bank Indonesia. 
Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai 
rencana untuk mendirikan BPR Syariah (Bank Syariah) dengan 
membentuk Tim Pendirian Bank Syariah yang bekerja sama dengan 
Konsultan dari Fakultas Ekonomi Unila dalam melakukan Kajian 
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tentang Kelayakan Pendirian Bank Syariah Kota Bandar Lampung. Dari 
hasil kajian tersebut dinyatakan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung 
sudah layak untuk mendirikan BPR Syariah. 
 Adapun kesimpulan dari hasil kajian tentang kelayakan pendirian 
bank syariah merekomendasikan sebagai berikut: 
a. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dikonversi menjadi Bank Pasar 
Syariah. 
b. Menambah divisi Syariah pada Bank Pasar Kota Bandar Lampung, 
atau, 
c. Mendirikan bank baru yaitu Bank Pasar Syariah Bandar Lampung. 
Setelah melalui beberapa tahapan proses ntentang pendirian Bank 
Syariah maka selanjutnya rencana pendirian bank syariah tersebut 
direalisasikan dengan cara akuisisi, berdasarkan peraturan Daerah Kota 
Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 
tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar 
Lampung dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar 
Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang 
penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPRS 
Sakai Sambayan sebesar Rp.2.957.000.000,-. 
Pelaksanaan penyertaan modal pemda Kota Bandar Lampung di 
BPRS Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS 
Sakai Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Banbang 
Abiyono, S.H. No.20 tanggal 5 Desember 2008 tentang Akuisisi dan 
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Akta Notaris Bambang Abiyono, S.H Nomor 21 tanggal 5 Desember 
2008 tentang pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai 
Sambayan yang telah mendapat pengasahan Menkum dan HAM RI 
pada tanggal 04 Nopember 2009. Maka dengan penyertaan modal 
Pemda Kota Bandar Lampung sebesar Rp.2.957.000.000,- dari total 
modal seluruh pemegang saham BPRS Sakai Sambayan sebesar 
Rp.5.000.000.000,- setelah akuisisi dihasilkan nilai saham milik Pemda 
Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp.3.978.500.000,- atau 
79,57%. 
Pada keputusan RUPS Luar Biasa tersebut diatas juga disetujui 
antara lain: 
a. Menambah Modal Dasar Perseroan dari Rp.5 Milyar menjadi 
Rp.10 Milyar. 
b. Mengganti nama BPRS Sakai Sambayan menjadi BPRS 
Bandar Lampung. 
c. Melakukan relokasi Kantor dari Kecamatan Natar Lampung 
Selatan ke wilayah Bandar Lampung. 
d. Melakukan reorganisasi pengurus perseroan. 
Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara 
operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 
Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di JL, Pangeran 
Antasari No.148 Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 22 Desember 
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2008 ditetapkan sebagai hari berdirinya Bank Syariah Bandar 
Lampung. 
Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang 
cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunyaBPR 
yang beroperasi dengan  prinsip syariah adalah BPRS Bandar 
Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada 
masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan 
mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk 
mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama 
BPRS. 
 Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih 
ke sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan 
menganut prinsip Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan 
memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis 
syariah.Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah rekening yang 
melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan. 
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2. Kepengurusan BPRS Kota Bandar Lampung 
Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
Luar Biasa tanggal 10 November 2016 dan sesuai dengan Akta 
Perubahan Anggaran Dasar No.18 yang dibuat oleh Notaris Adnan,S.H. 
M.Kn., tanggal 14 November 2016 tentang penetapan pengurus dan 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPR Syariah Bandar Lampung, maka 
susunan pengurus dan DPS BPRS Bandar Lampung periode 2016-2020 
adalah sebagai berikut: 
a. Dewan Komisaris  
1) Komisaris Utama  : A. Rahman Mustafa, S.E, M.M., Ak 
2) Komisaris Anggota  : Yusran Effendi, S.E, M.M 
b. Direksi 
1) Direksi Utama  :Ridwansyah, S.E.,M.E.Sy. 
2) Direktur   :Marsono, S.E. 
c. Dewan Pengawas Syariah 
1) Ketua    : Ismail Saleh, S.H.I 
2) Anggota   : Syamsul Hilal, S.Ag., M.A 
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3. Profil Perusahaan 
 Tabel 3.1  
Profil Perusahaan 
 
No INDIKATOR KETERANGAN 
1 Nama Perusahaan  BPR Syariah Bandar Lampung 
2 Mulai Berdiri Tanggal 22 Desember 2008 
3 Pemilik Saham Pemda Kota Bandar Lampung 87,98 
 
Pemilik Saham Lainnya 12,02 
4 Alamat Jl. P. Antasari No. 148 Sukabumi, Bandar 
Lampung 
5 Nama Sebelumnya PT.BPR Syariah Sakai Sambayan PNM 
6 Alamat Sebelumnya Jl. Raya Natar No. 1, Muara Putih, Natar 
Lampung Selatan 
7 Dewan Komisris A Rahman Mustafa, S.E., M.M., Ak. 
(Komisaris Utama) 
 
Yusran Effendi, S.E,. M.M (Komisaris 
Anggota) 
8 Dewan Pengawas 
Syariah 
Ismail Saleh, S.H.I. 
 
2. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. 
9 Direksi Ridwinsyah,S.E., M.E.Sy (Direksi Utama) 
 
Marsono, S.E. (Direktur) 
10 Pegawai Kepala Bagian = 2 Orang 
 
Staf= 24 Orang 
Sumber : Data BPRS Kota Bandar Lampung Tahun 2017 diolah 
4. Dasar Hukum Operasional 
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 penyempurnaan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 
b. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
c. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
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d. Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang pengelolaan Bank 
Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. 
e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2008 tentang 
pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Bandar 
Lampung. 
f. Peraturan Walikota Lampung, No. 91 Tahun 2008 tentang penyertaan 
Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Sakai Sambayan PNM.  
g. Peresetujuan prinsip Departemen Keuangan RI, No.S-
1296/MK.17/1994. 
h. Izin Usaha Mentri Keuangan RI, No, Kep-013/MK.17/1996 Tanggal 
08 Januari 1996. 
i. Peraturan Akuisisi Bank Indonesia, No. 10/16/DpbS/Bdl Tanggal 18 
Februari 2008. 
j. Perubahan Anggaran Dasar, Akta Notaris Apasra Dhewayani, SH. No 
14 tgl 14 September 2008 tentang Penyesuaian dengan Undang-
Undang Perseroan Terbatas No.20 tahun 2007. 
k. Perubahan Anggaran Dasar BPRS Bandar Lampung, Akta Notaris 
Bambang Abiyono, SH, No.21 tanggal 05 Desember 2008 yang telah 
mendapat Menkum dan HAM  RI pada tgl 04 Nopmber 2009. 
l. Peraturan POJK No.3/POJK.03/2016 tanggal 27 January 2016 tentang 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
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m. Surat Edaran OJK No.46/SEOJK.03/2016 tanggal 15 Desember 2016 
perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
5. VISI MISI & MOTTO 
a. Visi  
“Menjadi BPR Syariah terbaik untuk pengembangan ekonomi 
masyarakat dan mendukung pembangunan di Provinsi Lampung”. 
b. Misi 
1) Senantiasa melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
Sumber Daya Manusia untuk mencapai pelayanan yang lebih baik 
dan mudah. 
2) Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan turut 
mendukung pembangunan di Provinsi Lampung melalui pelayanan 
sektor perbankan syariah. 
3) Menumbuhkembangkan jiwa kwirausahaan masyarakat berbasis 
keuangan syariah. 
4) Membina kader-kader wirausahawan yang berorientasi syariah 
hingga menjadi bankable dan mandiri. 
5) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi 
Pemerintah Kota Bandar Lampung. 
c. Motto 
“Berdasar Syariah Insya Allah Lebih Baik”. 
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6.  Kepemilikan Saham 
Bank Syariah Bandar Lampung dimiliki oleh 3 (tiga) unsur pemegang 
saham, yaitu sebagai berikut: 
Tabel 3.2 
Porsi Kepemilikan Saham BPRS kota Bandar Lampung 
 
 
PENGEMBANGAN 
SAHAM 
JUMLAH  
% Pemilik Lembar Nominal(Rp.000) 
Pemda Kota Bandar 
Lampung 
1 12.957 7.478.500 87,98 
Perusahaan Swasta 2 169 84.500 0,99 
Perorangan  26 1.874 937.000 11,03 
TOTAL 29 15.000 8.500.000 100,00 
Sumber: Data BPRS Kota Bandar Lampung Tahun  2017 diolah. 
7. Sumber Daya Insani 
Bagi Bank Syariah Bandar Lampung Sumber Daya Manusia (SDM) 
adalah merupakan asset yang dalam operasional perusahaan sangat berperan 
dalam menjalankan kegiatan usaha. 
Bank Syariah Bandar Lampung efektif beroperasi sejak bulan 
january 2009, saat itu merupakan awal dari semua kegiatan perusahaan 
dengan jumlah personil sebanyak  21 orang, kemudian posisi 31 Desember 
2016 jumlah personil bertambah sebanyak 25 orang, yaitu terdiri dari : 
a. Komisaris  : 2 Orang 
b. Dewan Pengawas Syariah : 2 Orang 
c. Direksi   : 2 Orang 
d. Karyawan  : 24 Orang 
Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, 
perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk 
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mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya yang 
diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Ototitas Jasa Keuangan, Perbarindo, 
Asbisindo, Perbamida atau Lembaga Lainnya. 
Pelaksanaan tugas bagi personil Bank Syariah Bandar Lampung 
dalam menjalankan tugasnya terakhir diatur dengan surat keputusan Direksi 
PT BPR Syariah Bandar Lampung No.011/09/Dir-SK/UP/BL/VI/2015 
tanggal 12 Juni 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR 
Syariah Bandar Lampung dan untuk posisi masing-masing personil tersebut.  
Pemberian imbalan/gaji kepada seluruh personil Bank Syariah 
Bandar Lampung mengacu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 
tentang Ketenaga Kerjaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 
Tahun 2006 tanggal Juni 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan 
Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Surat 
Keputusan Direksi PT BPR Syariah Bandar Lampung No.017/09/Dir-
SK/UP/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Peraturan Pokok-Pokok 
Kepegawaian PT BPR Syariah Bandar Lampung. 
8. Pelayanan Produk 
Dalam kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung melayani 
masyarakat dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu sebagai berikut : 
a. Simpanan 
Jenis  Produk Simpanan terdiri dari sbb : 
1) Tabungan Syariah Titipan  (Al-Wadiah) 
2) Tabungan Syariah Umum  (Al-Mudharabah) 
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3) Tabungan Pelajar   (Al-Mudharabah) 
4) Tabungan Sikencana   (Al-Mudharabah) 
5) Tabungan Haji   (Al-Mudharabah) 
6) Tabungan Qurban   (Al-Mudharabah) 
7) Deposito Berjangka Syariah : (Al-Mudharabah) 
b. Pembiayaan 
Produk Pembiayaan berdasarkab Akad sbb : 
1) Pembiayaan jual beli   ( Al-Murabahah) 
2) Pembiayaan bagi hasil  (Al-Mudharabah) 
3) Pembiayaan penyertaan modal (Al-Musyarakah) 
4) Pembiayaan untuk sewa manfaat (Ijarah Multijasa) 
5) Pembiayaan kebajikan  (Al-Qardh) 
Produk Pembiayaan berdasarkan Penggunaannya: 
1) Modal Kerja  ( Al-Murabahah, Al-Mudharabah) 
2) Investasi  ( Al-Murabahah) 
3) Konsumtif  ( Al-Murabahah, Al-Ijarah, Al-Qardh) 
Produk Pembiayaan berdasarkan Sasaran Penyaluran: 
1) Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Mikro (UKM) 
2) Pembiayaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
3) Pembiayaan Pegawai BUMN dan BUMD 
4) Pembiayaan Pegawai Perusahaan Instansi / Swasta 
5) Pembiayaan Kebajikan ( Al-Qardh) 
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b. Jasa Lainnya 
Produk jasa lainnya meliputi sbb : 
1) Jasa Trasfer dana antar Bank 
2) Fasilitas Penjualan Pulsa, dan 
3) Jasa Pembayaran Rekening Listrik 
9. Kegiatan Usaha 
Kegiatan Usaha Bank Syariah Bandar Lampung adalah melayani 
masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk 
piembiayaan, penanganan bermasalah serta melayani jasa lainnya yang 
dimungkinkan berdasarkan prinsip syariah. 
10. Perkembangan Usaha 
Pada tanggal 22 Desember 2008 Bank Syariah Bandar Lampung 
mulai beroperasi yang diresmikan oleh Bank Indonesia, sejak saat itu 
seluruh kegiatan usaha Bank Syariah Bandar Lampung dilakukan. 
Perkembangan Volume Usaha/Total Asset, Total Pembiayaan, Total 
Dana Pihak Ketiga dan pinjaman yang Diterima dari Bank lain posisi 3 
(tiga) tahun terakhir atau 31 Desember 2014 sampai dengan posisi 31 
Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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    Tabel 3.3 
Perkembangan Usaha 
(Dalam Ribuan Rupiah) 
 
Keterangan Des 14 Des 15 Des 16 Des 17 
Asset 40.102.652 61.225.224 67.326.593 73.854.569 
Pembiayaan  32.659.991 47.052.279 51.140.286 56.989.896 
Dana Pihak 
Ketiga 
23.620.157 37.808.825 40.169.898 48.082.206 
Pinjaman yang 
diterima 
9.587.665 13.998.467 17.114.152 13.382.317 
Modal setor 7.500.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 
Sumber: Data BPRS Kota Bandar Lampung tahun 2017 diolah. 
B. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan BPRS Syariah Kota Bandar 
Lampung 
1. Proses Penyaluran Pembiayaan  
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang 
atau  tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau  kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
Pengertian pembiyaan sendiri adalah proses penyaluran/penyediaan dana, 
dan atau barang serta fasilitas lainya dari Bank (Kreditur) kepada nasabah 
(Debitur) yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak 
bertentangan dengan konsep syriah serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Menurut Karim,
67
 risiko pembiayaan adalah risiko yang 
disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi 
                                                             
67 Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga, 260. 
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kewajibannya. Dalam perbankan konvensional istilah pembiayaan biasa 
disebut dengan kredit. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang 
diakibatkan oleh kegagalan (default) debitur yang tidak dapat diperkirakan 
atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian 
atau penurunan kualitas kredit nasabah.  
Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga 
faktor yaitu:  
1. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah 
pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi over trading, adverse 
trading, dan liquidity run.  
2. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Sebuah 
perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan 
dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar.  
3. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Terdapat tiga macam 
risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu Analisis 
pembiayaan yang keliru, Creative accounting, dan Karakter nasabah.  
Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses 
pembiayaan yang sehat. Menurut Zulkifli,
68
 proses pembiayaan yang 
sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi 
halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan 
atau bahkan lebih. Oleh karena itu, pada dasarnya penerapan 
                                                             
68 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga, h. 145. 
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manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum 
operasional pembiayaan itu terjadi.   
Dalam praktenya, BPRS Bandar Lampung sudah melakukan hal 
tersebut dengan menerapkan prosedur pembiayaan yang baik dan sesuai 
dengan pedoman yang berlaku. Penerapan manajemen risiko yang baik 
dimulai dengan proses penyaluran pembiayaan yang baik. Sehingga 
dapat mengurangi potensi timbulnya risiko pembiayaan. Adapun Proses 
penyaluran pembiayaan di BPRS syariah Bandar Lampung terdiri dari 
beberapa tahap, yaitu: pengumpulan dan verifikasi data, pengajuan 
memorandum usulan pembiayaan, keputusan pembiayaan, realisasi 
keputusan, pemantauan pembiayaan, dan pelunasan pembiayaan Secara 
garis besar proses penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang 
dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan haluan 
yang ditetapkan.  
Tetapi ada satu poin yang perlu dilakukan oleh BPRS Bandar 
Lampung selain melakukan penggumpulan informasi calon nasabah 
serta kunjungan langsung ke tempat usaha atau ke rumah calon 
nasabah. Menurut Riva’i untuk dapat menekan risiko pembiayaan yang 
akan terjadi pada nasabah, yaitu bisnis plan yang merupakan rencana 
peningkatan usaha untuk periode pembiayaan yang akan diberikan. 
Sedangkan untuk pembiayaan yang bersifat kosumtif bisa dilakukan 
perencanaan angsuran alternatif yang bisa dilakukan oleh nasabah 
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selain jaminan. Hal ini bisa berupa pendapatan yang harus ditabung 
oleh nasabah tiap bulan dalam bentuk tabungan.     
2. Pengendalian dan Pengelolaan Pembiayaan  
Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi resiko 
pembiayaan selanjutnya BPRS Bandar Lampung melakukan strategi 
pengendalian dan pengelolaan resiko pembiayaan. Pengendalian risiko 
pembiayaan adalah upaya untuk menjaga pembiayaan yang diberikan 
lancar dan produktif. Strategi pengendalian dan pengelolaan pembiayaan 
BPRS Bandar Lampung terdiri dari preventive control of credit dan 
repressive control of credit. 
1. Preventive control of finance adalah pengendalian pembiayaan yang 
dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut 
bermasalah. Upaya preventive control of finance dilakukan dengan 
cara: 
a. Penetapan Prosedur dan Kebijakan Umum Pembiayaan  
b.  Asuransi  
c. Peningkatan kualitas SDM  
d. Penagihan Intensif.  
e. Manajemen Kolektibilitas 
2. Repressive control of finance adalah pengendalian dan pengelolaan 
pembiayaan yang dilakukan melalui tindakan penyelesaian setelah 
pembiayaan tersebut bermasalah. Upaya repressive control of finance 
dilakukan dengan cara proses Revitalisasi  
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1) Rescheduling  
2) Reconditioning  
3) Restructuring 
C. HASIL PENELITIAN  
1. Produk Pembiayaan Tanpa Agunan Di BPRS Bandar Lampung 
Menurut hasil wawancara dengan Bpk. Ridwansyah bahwa produk 
pembiayan tanpa agunan di Bank Syariah Bandar Lampung ada 3 yaitu:  
“Pembiayan untuk pegawai, ada PNS dan SWASTA yang 
dianggap memiliki perusahaan atau yayasan yang dianggap bonafit 
oleh bank, pembiyaaan sertifikasi guru dengan cara memotong gaji 
melalui rekening sertifikasi guru dan pembiayaan penalangan 
haji.”69 
 
Dari ketiga pembiayaan tersebut prinsip apa saja yang digunakan untuk 
mennganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pada 
Bank Syariah Bandar Lampung?  
“pada dasarnya prinsip yang digunakan dalam menganalisis 
nasabah yang memiliki agunan adalah prinsip 5C namun pada 
produk pembiayaan tanpa agunan hanya berfokus pada analisis 
karakter nasabah itu sendiri dan bendahara yang bersangkutan”70 
 
Berapa lama dana yang diajukan cair? Dan brapa persen dana yang cair 
dari pengajuan? 
                                                             
69
 Hasil wawancara dari bapak Ridwansyah, Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, 
Tanggal 14 Februari 2018. Jam 16.00 WIB.   
70
Hasil wawancara dari bapak Ridwansyah, Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, 
Tanggal 14 Februari 2018. Jam 16.00 WIB.   
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“untuk pembiayaan tanpa agunan satu hari cair apabila persyaratan 
sudah lengkap dan tidak ada kendala apapun. Dan untuk UKM 3 
hari setelah survey.rata-rata dana 100 % cair”71 
Dari ketiga produk pembiayaan tersebut diatas pembiayaan 
yang manakah yang paling diminati nasabah dan apa alasanya ? 
“untuk pembiayaan tanpa agunan mayoritas produk yang kami 
ajukan kepada nasabah sangat diminati karena dari segi margin 
kami menawarkan margin yang sangat murah hanya 14% per 
tahun. Dari segi proses pencaira dana sangat cepat satu hari bisa 
cair, dan dari segi jumlah plafon untuk pembiayaan PNS dan 
sertifikasi bisa lebih besar dan jangka waktu yang kami tawarkan 
bisa mencapai 4 tahun.”72 
2. Risiko Pada Pembiayaan Tanpa Agunan di BPRS Bandar Lampung 
 
Risiko apa saja yang sering terjadi dalam pembiayaan pegawai tanpa 
agunan? Dari hasil wawancara dengan Bpk. Ridwansyah bahwa resiko 
dari pembiayaan tanpa agunan yaitu: 
“kami kan membiayai nasabah dengan sisa gaji yang sudah 
meminjam kepada bank-bank lain, artinya pembiayaan yang penuh 
resiko. Terkait apa saja resikonya pasti berbagai resiko kami alami 
salah satunya apabila nasabah sudah memiliki pinjaman di koperasi 
tidak dapat terbaca di dalam BI Checking”73 
 
“yang pertama pada pembiayaan PNS. pembiayaan PNS dengan 
sistem pembayaran melalui pemotongan gaji oleh bendahara dan 
bendahara menyetor kepada kami, apabila bendahara curang atau 
nakal maka pemotongan gaji oleh bendahara tidak dibayarkan 
kepada kami. Selain itu nasabah dan bendahara bekerjasama untuk 
melakukan tindak kecurangan kepada kami contoh: nasabah 
mengajukan pembiayaan dengan sisa gaji yang tidak cukup namun 
nasabah bekerja sama dengan bendahara”74 
 
                                                             
71
Hasil wawancara dari bapak Ridwansyah, Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, 
Tanggal 14 Februari 2018. Jam 16.00 WIB.  
72
Hasil wawancara dari bapak Ridwansyah, Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, 
Tanggal 14 Februari 2018. Jam 16.00 WIB.  
73
Hasil wawancara dari bapak Ridwansyah, Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, 
Tanggal 14 Februari 2018. Jam 16.00 WIB. 
74
Hasil wawancara dari bapak Ridwansyah, Direktur Utama BPRS Bandar Lampung, 
Tanggal 14 Februari 2018. Jam 16.00 WIB. 
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“yang kedua pembiayaan sertifikasi. Pembiayaan sertifikasi juga 
memiliki banyak resiko antara lain. Apabila dana sertifikasi belum 
dapat cair dari pemerintah, nasabah melakukan kecurangan dengan 
membuat ATM baru dan menarik uang dari rekening sertifikasi, dan 
nasabah tidak pernah hadir untuk mengajar dan tidak pernah absen 
maka sertifikasi akan dicabut oleh pemerintah.”75 
 
“risiko yang paling membahayakan adalah resiko fraud, yaitu 
kecurangan yang dilakukan oleh pihak intern. Risiko ini dilakukan 
oleh pihak penagih pembiayaan dengan cara bekerja sama antara 
penagih dan bendahara untuk mengalihkan uang yang disetor oleh 
nasabah untuk membayar angsuran namun dugunakan untuk 
kepentingan pribadi.”76 
Dari beberapa resiko tersebut di atas kemungkinan buruk apa 
yang akan dialami oleh bank. 
“kemungkinan buruk yang dialami oleh bank yaitu salah satunya 
risiko likuiditas. Artinya apabila dana yang digunakan untuk 
pembiayaan itu tidak dapat kembali maka bank akan kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan likuiditas”77 
“NPF akan meningkat. Apabila nasabah tidak dapat membayar 
angsuran akan berdampak pada memburuknya NPF pada bank. Hal 
itu terjadi karena banyaknya dana yang masih tertahan karena 
nasabah macet yang dapat diukur melalui rasio kesehatan bank yaitu 
rasio NPF”78 
“kerugian bank, laba yang diperoleh bank tidak makasimal. Laba 
yang diperoleh bank tidak akan maksimal karena laba yang dimiliki 
oleh bank akan tergerus oleh PPAP atau dana cadangan bank. Laba 
yang dimiliki oleh bank tidak sepenuhnya dapat diakui sebagai 
keuntungan bank karena banyaknya nasabah macet yang dapat 
diukur melalui rasio profitabilitas yaitu rasio ROA.
79”  
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Tanggal 14 Februari 2018. Jam 16.00 WIB. 
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3. Resiko Pada Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan di BPRS Bandar 
Lampung 
Mengapa Bapak/Ibu menjatuhkan pilihan pada BPRS Bandar 
Lampung sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan 
kepada anda ? Menurut hasil wawancara dengan 10 nasabah BPRS Bandar 
Lampung yakni Bpk. Rudi Darmawan, Bpk. Mashudi, Bpk Jaelani, Ibu 
Desi, Bpk. Heri, Ibu Maryati, Bpk Amin, Bpk., Samsudin, Ibu Nuraini dan 
Bpk. Ahmad Jauhari selaku nasabah memberikan jawaban yang hampr 
sama dan dapat dirangkum dalam hasil wawancara berikut ini.  
"Hal ini dikarenakan skema pembiayaan yang ditawarkan oleh 
pihak BPRS Bandar Lampung sangat menarik, terlebih lagi kita 
dapat mengajukan pembiayaan tanpa harus menyertakan agunan 
sebagimana yang banyak disyaratkan oleh lembaga perbankan 
lainnya"
80
 
"Saya sangat tertarik dengan pembiayaan penalangan haji, sebab 
dengan ini maka tentu kita yang masih memiliki dana minim tetap 
dapat memiliki harapan untuk berkunjung ke rumah Allah"
81
 
"Sebagai PNS dengan gaji yang pas pas an serta juga SK yang 
sudah dipakai untuk meminjam pada bank lain, rasanya produk 
pembiayaan tanpa agunan yang diberikan pihak BPRS Bandar 
Lampung sangat memberi manfaat yang besar, sebab saya bisa 
menggunakannya untuk tambahan biaya pendidikan anak saya 
yang ketiga"
82
 
"Sebagai pengusaha Swasta tentunya apa yang pihak BPRS Bandar 
Lampung tawarkan sangat menarik bagi saya, sebab saya harus 
terus berupaya untuk membesarkan usaha yang yang kelola, 
dengan adanya pembiayaan tanpa agunan ini pastinya akan 
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memudahkan bagi saya untuk semakin cepat membuka cabang 
cabang baru "
83
 
"Saya memiliki sebuah yayasan yang sudah berdiri 5 Tahun, awal 
yayasan ini berdiri dananya saya peroleh dengan mengajukan 
pinjaman ke Bank dengan angunan sertifikat tanah, saat yayasan 
sedang dalam kondisi keuangan yang tidak stabil saya bingung, 
sebab kan satu satunya  anunan yang saya miliki masih berada di 
Bank, lalu ada pihak dari BPRS Bandar Lampung yang 
menawarkan produk ini, tentu tanpa pikir panjang ya langsung saya 
ambil "
84
 
Menurut Bapak/Ibu sudah tepatkah produk pembiayaan tanpa 
agunan yang pihak BPRS Bandar Lampung tawarkan? 
"Menurut saya, sudah sangat tepat sebab saya sangat merasa 
terbantu ditengah gejolak pasar yang tidak menentu, dana 
pembiyaan dari pihak BPRS Bandar Lampung dapat saya gunakan 
untuk tambahan modal usaha dan menjaga usaha saya tidak 
kolaps"
85
 
"Saya kira pihak BPRS tahu betul bahwa kami sebagai PNS ini, 
pasti sebagian besar sudah menjaminkan SK nya ke bank lain, 
padahal dari hasil pinjaman tersebut belum mampu memenuhi 
kebutuhan kami, saya sendiri merasa sangat terbantu dengan 
adanya produk ini di BPRS Bandar Lampung. Sebab ini benar 
benar sangat membantu bagi kami yang notabene PNS dengan gaji 
yang cukup."
86
  
"Saya sendiri benar-benar tidak menyangka akhirnya impian saya 
untuk bisa melaksanakan haji dapat terwujud, tentunya ini semua 
adalah berkat bantuan dari BPRS Bandar Lampung yang dengan 
produk pembiayaan tanpa agunan mampu membuat saya 
mewujudkan mimpi yang bahkan saya sendiri berfikir tidak akan 
mampu diwujudkan terutama dalam waktu dekat, sebab saat ini 
yang kita tahu biaya berangkat haji tidaklah murah, maka pastinya 
                                                             
83 Hasil wawancara dari Ibu Desi ,Naaabah BPRS Bandar Lampung, Tanggal  29 
September 2018. Jam 15.00 WIB 
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keputusan pihak BPRS mengeluarkan prosuk pembiayaan ini 
sangat tepat dan banyak sekali manfaatnya bagi ummat"
87
 
"Banyak yang bilang PNS Guru itu enak gajinya besar dapat 
sertifikasi, memang saya sadari itu, tapi kan hanya begitu begitu 
saja, sedangkan saya baru menerima sertifikasi juga baru baru ini, 
kalau SK sudah lebih dahulu digadaikan ke Bank, jadi dengan 
adanya produk dari BPRS ini saya masih bisa membuka usaha 
warung kecil kecilan, sehingga dana sertifikasi saya sedikit 
memiliki manfaat dan bisa menambah penghasilan keluarga "
88
   
 
Bapak/Ibu sekalian pasti mengetahui resiko yang harus diterima 
oleh pihak BPRS dengan memberikan pembiayaan tanpa agunan ini, nah 
bagaimana Bapak/Ibu menjaga kepercayaan dari  pihak BPRS Bandar 
Lampung? 
"Hubungan nasabah dengan bank itu kan seperti hubungan timbal 
balik, kita sudah merasa ditolong masak iya kita mau membuat 
yang menolong kita menjadi susah, kalau saya  sesuai dengan 
skema dan aturan BPRS saya selalu berusaha setor tepat waktu ke 
bendahara yang dipercaya oleh pihak BPRS Bandar Lampung ".
89
  
"Pihak BPRS Bandar Lampung pastinya sudah memiliki analisis 
sebelum pada akhirnya mengabulkan pembiayaan yang saya 
ajukan, kalau dari saya pribadi insyallah saya akan memegang 
amanah yang diberikan oleh pihak BPRS, sebab saya sadar sekali 
bahwa saya merasa sangat terbantu dengan adanya produk ini, 
Alhamdulillah usaha saya tetap lancer, "
90
 
"Sebagai nasabah yang hampir 5 tahun dipercaya pihak BPRS 
Bandar Lampung, saya paham betul etika dalam dunia perbankan 
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dan bisnis tidak jauh berbeda, artinya jangan sampai kita 
menciderai janji yang telah disepakati," 
91
 
"Sangat disayangkan bahwa saat itu, bendahara yang dipercaya 
pihak BPRS Bandar Lampung untuk mengurusi mengenai 
angsuran yang harus disetorkan malah menyelewengkan dana 
untuk kepentingan pribadi mereka, padahal saya sendiri sebagai 
nasabah serta beberapa teman kantor yang kebetulan mengajukan 
pembiayaan yang sama dengan saya selalu setor tepat waktu 
kepada yang bersangkutan, namun pada kenyataannya hal yang 
demikian ini memang tidak dapat dihindari, apalagi manusia 
memang sangat mudah tergoda dengan uang"
92
 
"Alhamdulillah saya tidak pernah telat menyetorkan kewajiban 
saya kepada pihak BPRS Bandar Lampung, hanya saja waktu itu 
memang sempat ada kecurangan dari penagihan pembiayaan yang 
datang kerumah, ada indikasi yang bersangkutan bekerjasama 
dengan pihak bendahara menggunakan uang setoran nasabah untuk 
kepentingan pribadi, pihak BPRS memang melakukan pengecekan 
ke rumah namun saya memiliki bukti slip setoran dari pihak 
penagih sehingga Dalam hal ini pihak penagih dan bendahara di 
wilayah saya yang melakukan pelanggaran "
93
 
Terakhir, apa saran Bapak/Ibu bagi Pihak BPRS Bandar Lampung 
agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada nasabah terutama 
pada produk pembiayaan pegawai tanpa agunan ? 
"Pihak BPRS Bandar Lampung sebaiknya lebih selektif dalam 
memilih tidak hanya nasabah tapi juga pihak penagih dan 
bendahara, sebab banyak kasus yang saya dengar penyelewengan 
paling banyak dilakukan oleh pihak Bendahara dan Penagih 
pinjaman "
94
 
"Sebaiknya analisis terhadap nasabah benar benar dilakukan 
dengan baik, bila perlu lakukan cek lingkungan agar tahu betul 
mengenai karakter nasabah, sehingga nantinya pihak BPRS Bandar 
Lampung akan mendapatkan nasbah yang benar benar loyal dan 
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memegang amanah serta tidak menyalahgunakan kepercayaan 
yang diberikan pihak BPRS "
95
 
"Semoga produk pembiayaan ini tetap ada dan dapat terus 
diberikan oleh pihak BPRS Bandar Lampung, sebab secara pribadi 
saya merasakan benar benar terbantu dengan adanya produk 
pembiayaan ini ."
96
 
"Pihak BPRS Bandar Lampung harus lebih ketat dalam melakukan 
monitoring dan pengawasan agar tentunya hal hal yang dapat 
menimbulkan risiko pada BPRS dapat diminimalisir "
97
 
"Mengingat produk pembiayaan terutama penalangan haji ini 
sangat bermanfaat besar bagi ummat tentunya saya berharap agar 
tetap dapat terus disalurkan terutama kepada mereka yang benar 
benar sangat membutuhkan dan memiliki keinginan yang tinggi 
namun tetap dengan memperhatikan standar dan juga analisis yang 
mendalam dari pihak BPRS "
98
 
"Semoga BPRS Bandar Lampung semakin berkembang dan maju 
sehingga akan banyak PNS seperti saya yang akan bisa merasakan 
manfaat yang begitu besar dari penyakuran pembiayaan ini "
99
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BAB IV 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Anlisis Penerapan Prinsip 5C pada Produk Ijarah di BPRS Kota 
Bandar Lampung  
 
Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus 
merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan 
kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan 
sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank 
dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan 
tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.
100
 
Dalam melakukan kelayakan pembiayaan, bank syariah diwajibkan 
melakukan penilaian pembiayaan terhadap nasabahnya. Tentu hal tersebut 
juga berlaku bagi BPRS Kota Bandar Lampung sebagai lembaga keuangan 
syariah yang merupakan bagian dari sistem perbankan syariah nasional 
yang memegang peran penting dalam memobilisasi sumber-sumber dana 
masyarakat. Dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi 
standar penilaian oleh setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus 
dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak 
dibiayai dilakukan dengan analisis penerapan prinsip 5C. 
BPRS Kota Bandar Lampung sebagai lembaga keuangan syariah 
yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 
dalam bentuk pembiayaan perlu menerapkan prinsip 5C dengan baik agar 
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tidak salah sasaran dalam memberikan pembiayaan yang dapat berakibat 
buruk bagi kesehatan bank. Dalam melakukan analisis kelayakan 
pembiayaan pada produk pembiayaan ijarah BPRS Kota Bandar Lampung 
mempunyai aturan atau standar pemberian pembiayaan kepada nasabahnya 
sesuai dengan kebijakan BPRS Kota Bandar Lampung itu sendiri. Dalam 
melakukan analisis terhadap pembiayaan ijarah, pegawai BPRS Kota 
Bandar Lampung harus melakukan validasi minimal terhadap hal-hal 
berikut ini: 
1. Analisi Karakter (character) 
Analisa Character dilakukan pegawai bank dalam melakukan 
penilaian kepada nasabah dengan menggali informasi mengenai 
kejujuran, watak kepribadian, latar belakang, dan keadaan keluarga. 
Informasi tersebut bisa didapat dengan melakukan wawancara dengan 
masyarakat sekitar nasabah tinggal, dengan rekan-rekan sesama bisnis 
nasabah, dan dengan menggali informasi langsung terhadap nasabah 
tersebut. Hal tersebut dapat dicontohkan BPRS Kota Bandar Lampung 
sebagai berikut:  
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agung Atmaka 
Danu (bagian marketing remedial collecting) menyatakan bahwa para 
nasabah memiliki karakter yang relatif mudah ditemui, komunikatif, 
orangnya low profil dan sederhana. Pemohon tidak perlu dikolekting 
untuk angsuran datang ke kantor sendiri. Saat ini pemohon tinggal 
bersama istri dan 3 orang anaknya di rumah keluarga.  
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2. Analisis Kemampuan Angsuran (Capacity) 
Analisa dilakukan pegawai bank untuk mengetahui pendapatan dan 
pengeluaran nasabah per bulan serta rekap tabungan yang dimiliki 
nasabah pada saat mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dapat 
dicontohkan oleh BPRS Kota Bandar Lampung sebagai berikut:  
Tabel 4.1 
Kemampuan Nasabah yang Bekerja Sebagai Karyawan 
PENDAPATAN  NOMINAL  
Penghasilan tetap per bulan    
Penghasilan suami/istri   
Penghasilan Lainnya  
Jumlah Penghasilan per bulan (A)  
PENGELUARAN NOMINAL  
Belanja Bulanan   
Tagihan Listrik   
Tagihan Telepon   
Tagihan Air   
Biaya Sekolah   
Angsuran Kepada Pihak Lain  
Biaya Lainnya   
Jumlah Pengeluaran per bulan (B)   
Penghasilan Bersih per bulan (C) = A-B  
Angsuran di BPRS Kota B. Lampung (D)  
Sisa Penghasilan (E) = C-D   
  
  
Sumber : BPRS Kota Bandar Lampung  
Pada Tabel 4.1 di atas adalah contoh tabel untuk menghitung 
kemampuan (Capacity) nasabah yang bekerja sebagai karyawan, yaitu 
dengan cara menghitung total pendapatan nasabah dikurangi dengan 
total pengeluaran nasabah kemudian dapat diketahui penghasilan 
bersih nasabah, setelah itu penghasilan bersih dikurangi dengan 
angsuran pembiayaan di BPRS Kota Bandar Lampung, dan kemudian 
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baru diketahui sisa penghasilan nasabah untuk menganalisa 
kemampuan nasabah dalam segi finansialnya.  
3. Tujuan dan Rincian Penggunaan (Capital) 
Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kebutuhan nasabah dan 
pengujian kebutuhan (khusus modal kerja). Memeriksa kebutuhan 
nasabah dengan cara menanyakan tujuan dan rincian penggunaan dana 
dari bank adalah untuk keperluan apa, hal tersebut dapat dicontohkan 
oleh BPRS Kota Bandar Lampung sebagai berikut ini:  Tujuan dan 
penggunaan dana pinjaman adalah untuk memperpanjang masa 
kontrak (sewa) ruko selama satu tahun ke depan. Nasabah telah 
memiliki modal sebesar 50 persen untuk dapat memperpanjang masa 
kontrak (sewa) ruko sebagai tempat usahanya dan membutuhkan dana 
dari bank sebesar 50 persen untuk memenuhi kebutuhan nasabah 
tersebut. 
4. Analisa Prospek dan Resiko Usaha (Condition) 
Analisa dilakukan pegawai bank untuk mengetahui prospek 
usaha dan resiko usaha nasabah. Hal tersebut dapat dicontohkan oleh 
BPRS Kota Bandar Lampung sebagai berikut:  
Prospek Usaha   
Kelangsungan usaha penjualan soto ayam pemohon pembiayaan relatif 
stabil, dari laporan penjualan per tiga bulan terakhir menunjukkan rata-
rata penjualan usaha pemohon sampai dengan 30 buah mangkok, saat 
ini di lokasi tempat usaha pemohon sudah banyak pesaing. Meskipun 
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demikian untuk lokasi tempat usaha sudah strategis karena lokasi di 
pinggir jalan raya, akan tetapi untuk mengantisipasi adanya banyak 
pesaing pemohon biasa membuka rukonya lebih pagi dan menutupnya 
di malam hari. Untuk analisa prospek usaha pemohon relatif baik, dan 
saat ini pemohon mulai melebarkan usaha dengan membuka cabang 
baru dengan memiliki letak yang strategis juga.  
Resiko Usaha  
Kendala atau resiko yang sering dihadapi pemohon dalam usahanya 
adalah banyaknya pesaing dan konsumen menjadi berkurang. Selain 
itu, juga munculnya harga dagangan dari pesaing yang lebih murah. 
5. Analisa Jaminan (Collateral) 
Analisa dilakukan pegawai bank dengan memeriksa surat 
berharga yang akan dijadikan jaminan dan memeriksa langsung barang 
jaminan nasabah. Hal tersebut dapat dicontohkan oleh BPRS Kota 
Bandar Lampung sebagai berikut ini: Jaminan berupa Sertifikat 
sebagai gambaran misalnya tanah/rumah.  
Tanah dan bangunan merupakan tanah pekarangan yang 
penggunaannnya untuk perumahan, jalan menuju lokasi masih tanah 
padat dengan lebar kurang lebih 3 - 4 m. Dengan keterangan sebagai 
berikut ini:  
Status  : SHM no 00345  
Atas nama : Paino Abdillah  
Luas tanah : 90 m2  
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Luas Bangunan : 60 m2  
Lokasi           : Kp. Y Rt 002 Rw 002 Semarang Selatan.  
Nilai NJOP Tanah 45 juta rupiah dan Bangunan 45 juta rupiah. 
Nilai Taksasi 80% x 90 juta rupiah = 72 juta rupiah. 
Dalam implementasi pembiayaan di BPRS Kota Bandar 
Lampung selain menggunakan analisis 5C juga menggunakan 
analisis prinsip syariah dan tujuan pembiayaan, yaitu: 
Dalam implementasi pembiayaan di BPRS Kota Bandar 
Lampung selain menggunakan analisis 5C juga menggunakan 
analisis prinsip syariah dan tujuan pembiayaan, yaitu:  
1. Prinsip Syariah   
Syariah yaitu dalam pengajuan pembiayaan dengan barang yang 
akan disewa dalam produk pembiayaan ijarah sudah sesuai 
prinsip syariah atau tidak. Penerapan syariah di BPRS Kota 
Bandar Lampung dari penerapan akad, barang yang akan disewa 
harus halal, usaha yang dijalankan juga harus halal. Dari analisis 
5C di atas jika prinsip syariah tidak terpenuhi maka pengajuan 
pembiayaan akan dibatalkan oleh pihak BPRS Kota Bandar 
Lampung.  
2. Tujuan Pembiayaan   
Tujuan bermaksud untuk mengetahui pemanfaatan dari 
pengajuan pembiayaan. Hal ini diterapkan dalam analisis 
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pembiayaan oleh BPRS Kota Bandar Lampung supaya 
pembiayaan tepat sasaran atau sesuai pada tujuan utama dalam 
pengajuan pembiayaan dan menghindari dari unsur riba. 
B. Analisis Kesesuaian Prinsip 5C pada Produk Pembiayaan Ijarah di 
BPRS Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Bank Indonesia 
 
Guna melihat kesesuaian antara prinsip 5C pada produk 
pembiayaan ijarah di BPRS Kota Bandar Lampung dengan Peraturan 
Bank Indonesia, dapat kita ketahui dengan penjelasan berikut ini. Undang-
undang No. 21 tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang Perbankan 
Syariah yang mengatur mengenai kelayakan penyaluran dana. Adapun 
bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut.  
Pasal 23: 
1. Bank syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan 
dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi 
seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan atau 
UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. 
2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bank Syariah dan atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama 
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari 
calon Nasabah Penerima Fasilitas. 
Kewajiban bank syariah dalam penilaian pembiayaan, meliputi 
penilaian terhadap watak (Character), kemampuan (Capacity), modal 
(Capital), agunan (Collateral), dan prospek usaha (Condition) dari 
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calon nasabah penerima fasilitas atau lebih dikenal dengan prinsip 5C. 
Sebagaimana Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan 
syariah, disebutkan pada pasal 23 ayat 2 mengenai kelayakan 
penyaluran dana, pegawai BPRS Kota Bandar Lampung selalu 
berupaya untuk menerapkan prinsip 5C khususnya pada produk  
pembiayaan ijarah di BPRS Kota Bandar Lampung dengan menjadikan 
Undang-undang Negara dan Peraturan Bank Indonesia sebagai 
peraturan dan pedoman bank dalam melakukan kelayakan pembiayaan. 
Maka dari itu, penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan ijarah di 
BPRS Kota Bandar Lampung telah sesuai dengan peraturan Bank 
Indonesia yaitu menerapkan prinsip 5C, yakni:   
1. Analisa Karakter (Character)  
Analisa Character dilakukan pegawai bank dalam melakukan 
penilaian kepada nasabah dengan menggali informasi mengenai 
kejujuran, watak kepribadian, latar belakang, dan keadaan 
keluarga. Informasi tersebut bisa didapat dengan melakukan 
wawancara dengan masyarakat sekitar nasabah tinggal, dengan 
rekanrekan sesama bisnis nasabah, dan dengan menggali informasi 
langsung terhadap nasabah tersebut.   
2. Analisa Kemampuan Angsuran (Capacity)  
Analisa dilakukan pegawai bank untuk mengetahui pendapatan dan 
pengeluaran nasabah per bulan serta rekap tabungan yang dimiliki 
nasabah pada saat mengajukan pembiayaan. 
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3. Tujuan dan Rincian Penggunaan (Capital)  
Verifikasi dilakukan dengan memeriksa kebutuhan nasabah dan 
pengujian kebutuhan (khusus modal kerja).   
4. Analisa Prospek dan Resiko Usaha (Condition) 
Analisa dilakukan pegawai bank untuk mengetahui prospek usaha 
dan resiko usaha nasabah.   
5. Analisa Jaminan (Collateral)  
Analisa dilakukan pegawai bank dengan memeriksa surat berharga 
yang akan dijadikan jaminan dan memeriksa langsung barang 
jaminan nasabah.   
Selain kelima prinsip tersebut, pegawai bank juga wajib 
melakukan foto usaha dan jaminan serta menyertakan rekomendasi 
pembiayaan. Setelah didapatkan hasil dari analisis prinsip 5C dan 
melengkapi persyaratan foto usaha dan jaminan serta menyertakan 
rekomendasi pembiayaan, maka setelah itu baru akan diketahui 
dari hasil keputusan rapat komite pembiayaan BPRS Kota Bandar 
Lampung, apakah pembiayaan tersebut layak dibiayai atau tidak. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, BPRS Kota Bandar Lampung 
dalam memberikan pembiayaan pada produk pembiayaan ijarah 
telah menerapkan prinsip 5C sesuai dengan Peraturan Bank 
Indonesia yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 
dan 2 tentang perbankan syariah yang mengatur mengenai prinsip 
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5C dalam penyaluran dana atau pembiayaan, yaitu Character, 
Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.    
C. Risiko Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan Terhadap Kerugian Bank 
di BPRS Kota Bandar Lampung 
 
Dari hasil penelitian bahwa risiko dari pembiayaan tanpa agunan 
yaitu sebagai berikut: 
Salah satu produk bank syariah bandar lampung yaitu pembiayaan 
dengan sisa gaji yang sudah meminjam kepada bank-bank lain, artinya 
pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan penuh resiko. Terkait apa 
saja resikonya pasti berbagai resiko kami alami salah satunya apabila 
nasabah sudah memiliki pinjaman di koperasi tidak dapat terbaca di dalam 
BI Checking. 
Yang pertama, risiko yang dialami yaitu risiko Pembiayaan PNS. 
pembiayaan PNS dengan SK Berkala adalah pembiayaan yang diajukan 
apabila nasabah masih memiliki sisa gaji dari SK Berkala dengan 
memotong gaji langsung melalui bendahara gaji. Risiko yang sering 
dialami yaitu apabila bendahara gaji tidak membayarkan gaji yang telah 
dipotong melalui nasabah untuk dibayarkan angsuran kepada bank syariah 
bandar lampung.  
Kejadian tersebut sering dialami karena gaji yang dipotong sudah 
digunakan oleh bendahara untuk kepentingan pribadinya. Berbagai cara 
dan berbagai alasan dilakukan oleh bendahara untuk melakukan 
kecurangan-kecurangan tersebut. Risiko lain juga dapat timbul apabila gaji 
nasabah calon pembiayaan sudah tidak memiliki sisa gaji namun nasabah 
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tersebut bekerja sama dengan bendahara untuk melakukan kecurangan 
agar nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan SK Berkala tersebut, 
apabila hal tersebut tidak dapat disikapi oleh pihak bank maka nasabah 
yang sudah meminjam tersebut tidak dapat membayar angsuranya sebagai 
mana mestinya. 
Kedua, yaitu kecurangan pada pembiayaan sertifikasi. Pembiayaan 
sertifikasi juga memiliki banyak risiko antara lain. Apabila dana sertifikasi 
belum dapat cair dari pemerintah maka bank tidak dapat memotong 
angsuran sebagai mana mestinya, hal tersebut dapat memicu masalah pada 
bank itu sendiri karena nasabah dianggap tidak dapat membayar angsuran 
sebagai mana mestinya. Selain itu nasabah juga dapat  melakukan 
kecurangan dengan membuat ATM baru dan menarik uang dari rekening 
sertifikasi tanpa sepengetahuan pihak bank, apabila hala tersebut terjadi 
maka bank dapat mengalami kerugian karena sistem pembayaran 
pembiayaan sertifikasi hanya melalui pemotongan dari rekening dan ATM 
sertifikasi yang ditahan oleh bank, apabila nasabah melakukan kecurangan 
tersebut maka bank tidak dapat memotong uang yang ada dalam rekening 
atau ATM yang ada dan nasabah dianggap tidak mampu membayar 
angsuranya.  
Selanjutnya apabila nasabah tidak pernah hadir untuk mengajar dan 
tidak pernah absen maka sertifikasi akan dicabut oleh pemerintah, seperti 
masalah sebelumnya nasabah dianggap tidak mampu membayar hutang 
sebagai mana mestinya. Risiko yang terakhir apabila kebijakan pemerintah 
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berubah yaitu menghapus tunjangan sertifikasi guru PNS. Bank tidak 
dapat lagi memotong dana sertifikasi tersebut karena sudah tidak ada 
kebijakan lagi, secara otomatis bank akan mengalami kerugian besar-
besaran karena tidak adanya jaminan yang dapat bernilai dengan uang 
(agunan) 
Tujuan utama dari operasional bank adalah memperoleh 
profitabilitas yang maksimal begitu juga dengan BPRS Bandar Lampung 
diharapkan dengan penyaluran pembiayaan pegawai tanpa anggunan 
diharapkan akan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya 
bagi pihak BPRS Bandar Lampung. Adapun hal ini dapat diukur melalui 
rasio profitabilitas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya risiko 
risiko dari pembiayaan pegawai tanpa angunan yang telah dijelaskan di 
atas, dapat berdampak langsung pada penurunan  profit yang diperoleh  
oleh BPRS Bandar Lampung.  
Berikut ini merupakan gambaran perolehan profit berdasarkan 
rasio KAP, CAR, FDR, ROA dan ROE pada Bank Syariah Bandar 
Lampung. 
Tabel 4.2 
Perhitungan Rasio dan Peringkatnya di BPRS Bandar Lampung 
 
Tahun KAP% CAR% FDR% ROA% ROE% Peringkat 
2015 90.98% 
16.08% 99.10% 3.50% 19.84% 
Sangat 
Baik 
2016 97.15% 
17.67% 89.22% 1.89% 9.68% 
Sangat 
Baik 
2017 98.35% 
18.54% 101.53% 2.64% 13.57% 
Kurang 
Sehat 
Sumber : Data Diolah 2018 
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Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa dari rasio likuitaditas yang 
dikuur melalui Financing to Dept Ratio (FDR) menunjukan angka yang 
kurang baik  dan peringkat yang kurang baik. Rasio Profitabilitas yaitu  
dari perhitungan ROA menunjukan angka yang baik namun belum bisa 
meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dan masih berkisar rata-
rata 2%. Rasio  ROE juga menunjukan angka yang kurang baik dan 
peringkat yang kurang baik.  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko risiko dari penyaluran 
pembiayaan pegawai tanpa agunan berpengaruh langsung terhadap 
profitabilitas BPRS Bandar Lampung. Dari beberapa risiko yang 
ditimbulkan dari pembiayaan pegawai tanpa agunan di atas tentu akan 
dapat menimbulkan risiko atau kerugian yang dialami oleh pihak BPRS 
Bandar Lampung. Adapun risiko risiko tersebut diantaranya adalah : 
Pertama, yakni risiko yang selalu melekat di dalam bank yaitu 
risiko likuiditas dimana pada tabel diatas rasio likuiditas pada BPRS 
Bandar Lampung pada tahun 2017 masuk ke kategori kurang baik. Hal ini 
terjadi akibat pihak BPRS Bandar Lampung tidak mampu memenuhi 
kebutuhan jangka pendeknya sehingga  dapat dikatakan bahwa  BPRS 
Bandar Lampung  termasuk kategori tidak sehat hal ini berdasarkan pada  
aturan Bank Indonesia. 
Hal diatas terjadi karena jumlah dana yang dimiliki oleh BPRS 
Bandar Lampung banyak tertahan pada nasabah yang tidak mampu 
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membayar angsuranya maka dana yang seharusnya dapat diperoleh 
kembali dari nasabah untuk membayar kebutuhan jangka pendek atau 
likuditas tidak dapat digunakan karena dana tersebut macet.    
Kedua, terjadinya peningkatan terhadap pembiayaan bermasalah 
dapat diukur melalui rasio Net Performance Financing (NPF). Dana yang 
tertahan pada nasabah yang macet menimbulkan semakin meningkatnya 
NPF pada BPRS Bandar Lampung  . Dimana pada hal tersebut dapat 
dilihat dari Rasio ROA yang semakin menurun signifikan, meskipun pada 
tahun 2017 mengalami kenaikan namun angkanya masih relative kecil dan 
berada pada angka dibawah 2%. Hal itu secara langsung menyebabkan 
ukuran kesehatan BPRS  tidak baik berdasarkan rasio pertumbuhan rasio 
ROA.  
Ketiga, yakni laba atau keuntungan yang diperoleh pihak BPRS  
menjadi tidak maksimal hal tersebut terjadi karena masih  banyaknya dana 
yang macet pada nasabah pembiayaan terutama pembiayaan pegawai 
tanpa agunan. Sehingga BPRS Bandar Lampung  pada tahun 2017 
termasuk kategori Bank yang kurang sehat hal ini didasarkan kepada 
perhitungan rasio FDR, ROA dan ROE.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Dari analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Risiko pembiayaan pegawai tanpa agunan di BPRS Bandar Lampung  
terjadi karena adanya kecurangan pada pembiayaan PNS yang dilakukan 
dengan cara bendahara menggunakan gaji yang sudah dipotong untuk 
kepentingan pribadi, risiko kecurangan pada nasabah yang bekerja sama 
dengan bendahara untuk melakukan kecurangan terhadap bank dengan 
memalsukan tanda tangan dan memanipulasi sisa gaji, fraud atau 
kecurangan  pihak intern bank yang bekerjasama dengan bendahara gaji 
untuk memakai uang angsuran untuk digunakan kepentingan pribadi. 
Selain itu juga terdapat Risiko kecurangan lain yakni pada pembiayaan 
sertifikasi yang dilakukan dengan cara nasabah membuat ATM baru tanpa 
sepengetahuan pihak bank. Serta dana sertifikasi dari pemerintah belum 
cair atau waktu pencairan dana sertifikasi terlambat. 
2. Risiko pembiayaan pegawai tanpa agunan di BPRS Bandar Lampung  
dapat mengakibatkan  Kerugian yang dialami oleh pihak BPRS , hal 
tersebut dapat dilihat dari rasio likuiditas (FDR) dan profitabilitas (ROA, 
ROE) bank. Dimana Rasio likuiditas (FDR) dan profitabilitas (ROA, 
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ROE)  pada BPRS Bandar Lampung  pada tahun 2017 menunjukan hasil 
yang kurang baik. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian maka saran-saran yang dapat diberikan adalah: 
1. Saran bagi bank yaitu di dalam BPRS Bandar Lampung dapat 
meminimalisir risiko-risiko dari pembiayaan tanpa agunan agar dapat 
mencegah risiko kerugian yang timbul akibat risiko tersebut dan 
diharapkan dapat memperoleh Profitabilitas yang semakin baik bagi bank 
tersebut. 
2. Saran bagi penulis yaitu pada penulisan ini penulis sadar bahwa masih 
banyak kekurngan yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian ini dari segi 
penulisan, penyajian data, analisis dan pembahasan. 
3. Saran bagi BPRS Bandar Lampung menurut pengukuran Rasio FDR dan 
ROE pada BPRS Bandar Lampung menunjukan hasil yang kurang baik 
atau persentase yang kurang baik. Penulis berharap agar FDR dan 
keuntungan berdasarkan Return on Asset pada BPRS Bandar Lampung 
dapat lebih efektif lagi untuk mencapai profitabilitas yang maksimal.  
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